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JA RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

PADA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL PHPL 

IUPHHK-HT PT NUSANTARA KALIMANTAN LESTARI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

TANGGAL 23 – 30 NOVEMBER 2020 

 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL) 

 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

Telpon 0541-747798 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Akreditasi KAN sebagai 

LPPHPL 
: 

Nomor : LPPHPL-019-IDN 

Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025. 

e. Penetapan LPPHPL 

sebagai LPVI 

: SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5674/MenLHK-PHPL/ 

UHP/HPL.I/10/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 

f. Penanggung Jawab 

Kegiatan 

: Ir. Kurnia, IPU  

g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU 

h. Tim Audit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Kompetensi/Kualifikasi Posisi Status 

1. Ir. Suhardi Auditor PHPL – Prasyarat / 
Lead Auditor 

Ketua Tim Audit Tetap 

2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut Auditor PHPL - Produksi Anggota Tetap 

3. Mahardika Larasati, S.Hut Auditor PHPL - Ekologi Anggota Tetap 

4. Ir. M. Nurul Anwar Auditor PHPL – Sosial  Anggota Tidak 
Tetap 

5. Bayu Satria Pramana, S.Hut Auditor VLK Hutan Anggota Tetap 
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2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Nusantara Kalimantan Lestari 
b. Alamat Kantor : Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45, Balikpapan, Kalimantan Timur 
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) 
d. SK IUPHHK-HT : No.  2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017  Tanggal 20 Februari 2017 
e. Luas dan Lokasi Areal 

IUPHHK-HT 
: 34.787,18 Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat 

f. Pengurus Perusahaan : Bujung (Komisaris) 
Budi Santoso (Direktur) 

g. MR Audit Sertifikasi Awal : Ali 

 

 

3. RINGKASAN TAHAPAN  

No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

1. Koordinasi dengan 

Instansi Kehutanan Di 

Daerah sebelum 

penilaian lapangan 

Pontianak, 

23 November 2020 

 Dilakukan dengan instansi kehutanan : 
a) BPHP Wil. VIII Pontianak, diterima 

oleh Kepala BPHP Wil. VIII (Ir. Utama 
Prijadi, M.M). 

b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan 
Barat, diterima oleh Kepala Bidang 
Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan 
Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 
(Ervan Judiarto,ST,MT). 

 Hasil koordinasi dibuatkan notulen 
pertemuannya, termasuk pencatatan saran 
dan masukan instansi. 

 

2. Konsultasi Publik Borneo Emerald 

Hotel – Cendana 

Room Lantai 3 

Jl Dr Soetomo No. 68 

Ketapang, 

24 November 2020 

 Dihadiri oleh Camat Singkup, Camat 

Kendawangan, Kapolsek Marau, Kapolsek 

Kendawangan, Danramil Marau, Danramil 

Kendawangan, Kepala Desa Bangkal Serai, 

Kepala Desa Pantai Ketikal, Kepala Desa 

Tanah Hitam, Kepala Desa Air Hitam Hulu, 

KPHP Ketapang Selatan dan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Barat serta tokoh masyarakat 

lainnya. 

 Saran dan masukan telah dicatat dan 

diseleksi untuk ditindaklanjuti pada saat 

penilaian lapangan. 

 Dibuatkan BAP Konsultasi Publik yang 

dilengkapi dengan Daftar Hadir. 
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No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

3. Pertemuan 

Pembukaan 

Ruang Meeting  

PT Nusantara 

Kalimantan Lestari, 

26 November 2020 

 Disampaikan sekaligus memintakan 

konfirmasi kejelasan atau persetujuannya 

dari auditee untuk hal-hal :  

- tujuan, metode, kategori 

ketidaksesuaian dan hasil audit. 

- rencana kerja audit selama di lapangan. 

- syarat dan ketentuan lainnya terkait 

pelaksanaan audit sertifikasi PHPL. 

 auditee telah memahami seluruh syarat dan 

ketentuan serta menjamin seluruh kegitan 

audit dapat dijalankan sesuai yang 

direncanakan. 

 Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita 

Acara dan Daftar Hadir. 

 

4. Verifikasi Dokumen 

dan Observasi 

Lapangan 

Kantor dan Areal 

IUPHHK-HT  

PT Nusantara 

Kalimantan Lestari, 

25 – 28  

November 2020 

 Melaksanakan pengumpulan data/bukti 

audit berupa dokumen dan fisik hasil 

kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria 

audit yang digunakan dan menetapkan 

penilaiannya. 

 Metode/teknik audit dilakukan dengan 

tinjauan dokumen pada rentang 5 (lima) 

tahun terakhir, pengambilan sample 

fisik/hasil kegiatan di lapangan dan 

wawancara pada seluruh kriteria penilaian 

yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, 

Sosial dan VLK Hutan. 

 Hasil audit dicatat dengan menggunakan 

Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit 

Lapangan  

 

5. Pertemuan 

Penutupan 

 

Ruang Meeting  

PT Nusantara 

Kalimantan Lestari, 

29 November 2020 

 Tim Audit memaparkan hasil audit berupa 

temuan kesesuaian dan temuan 

ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi 

persetujuan auditee. 

 Terhadap temuan ketidaksesuaian Tim 

Audit menerbitkan LKS dan disepakati 

ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee 

paling lambat tanggal 14 Desember 2020. 

 Pertemuan Penutupan dibuatkan BA. 
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No. Tahapan Kegiatan 

Audit Lapangan 

Waktu dan Lokasi Ringkasan Catatan 

6. Koordinasi Teknis 

dengan Instansi 

Kehutanan Di Daerah 

sesudah penilaian 

lapangan 

Pontianak, 

30 November 2020 

Tim Audit melaporkan hasil penilaian 
lapangan kepada :  
 BPHP Wil. VIII Pontianak, diterima oleh 

Kepala Seksi PEPHP BPHP Wilayah VIII 
Pontianak (Ir. Imam Mulyo Suyono, 
M.Si). 

 Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Barat, 
diterima oleh Kepala Bidang 
Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Barat (Ervan 
Judiarto,ST,MT). 
 

6. Pengambilan 

Keputusan  

Samarinda, 

17 November 2020 

Keputusan sertifikasi awal PHPL kepada 

IUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari: 

a) Dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL 

dengan predikat BAIK (Nilai Akhir Kinerja 

= 83,33%, tidak ada verifier bobot 

Dominan bernilai Buruk dan MEMENUHI 

Standar VLK) 

b) Dapat diterbitkan S-PHPL untuk masa 

berlaku selama 5 (lima) tahun. 
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4. RESUME HASIL  PENILAIAN KINERJA PHPL  
KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.1 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 

1  

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen 

legal dan administrasi tata 

batas (PP,  SK IUPHHK-

HT, Buku TBT, Peta TBT) 

(CD) 

Baik 3 Ketersediaan dokumen legal PT Nusantara Kalimantan 

Lestari lengkap yaitu : 

- SK. Menteri Kehutanan No. SK.390/Menhut-II/2006  

tanggal 12 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 

kepada PT Garuda Kalimantan Lestari atas Areal 

Hutan Produksi seluas ± 39.570 (Tigapuluh 

Sembilan Ribu Limaratus Tujuhpuluh) Hektar di 

Provinsi Kalimantan Barat. SK dilampiri dengan 

lampiran ketentuan mengenai pelaksanaan  

IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari dan 

Peta Skala 1 : 50.000 ditandatangani oleh Menteri 

Kehutanan (HMS Kaban, SE. M.Si.). 

- Terdapat SK Kepala BKPM No. 4/1/IUPHHK-

HT/PMDN/2015 tanggal 11 Juni 2015 tentang 

Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

PT Garuda Kalimantan Lestari Seluas 34.787,18 

(Tigapuluh Empat Ribu Tujuhratus Delapanpuluh 

Tujuh dan Delapanbelas per Seratus) Hektar di 

Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. 

- Terdapat SK Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-

PB/PMDN/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang 

Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 

SK.390/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 

Tanaman Industri kepada PT Garuda Kalimantan 

Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 39.570 

(Tigapuluh Sembilan Ribu Limaratus Tujuhpuluh) 

Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan 

Barat dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal  atas nama Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-

HT/PMDN/2015 tentang Penetapan Batas Areal Kerja 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 

Hutan Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari 

seluas 34.787,18 (Tigapuluh Empat Ribu Tujuhratus 

Delapanpuluh Tujuh dan Delapanbelas per Seratus) 

Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan 

Barat. Mengubah nama dari PT Garuda Kalimantan 

Lestari menjadi PT Nusantara Kalimantan Lestari 

seluas 34.787,18 Ha. 

- Terdapat Akte Pendirian PT Garuda Kalimantan 

Lestari Nomor : 20 tanggal 7 Oktober 1997 oleh 

Notaris Linda Herawati S.H; SK Menkumham 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

No.C2-24.153 HT.01.01.TH.98 tanggal 10 

November 1998 

- Akte Notaris Linda Herawati, SH Nomor 77 tanggal 

24 Februari 2016 yang mengubah nama perseroan 

dari PT Garuda Kalimantan Lestari menjadi PT 

Nusantara Kalimantan Lestari 

- Akte Perubahan Terakhir dari Notaris Esther P.E. 

Jovina, SH., M.H. No. 20 tanggal 21 Juli 2020 yang 

menyesuaikan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 

dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 

19 Tahun 2017 tentang perubahan Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). SK Menkumham 

No. AHU-0050616.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 

23 Juli 2020 

Pemegang Saham : 

1. PT Borneo Foresta Industri 600 Lembar 

2. PT Borneo Hijau Lestari 9.400 Lembar  

Susunan Pengurus : 

1. Komisaris                : Bujung 

2. Direktur  : Budi Santoso  

 

- Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Nusantara 

Kalimantan Lestari Nomor 8120105961947 Tanggal 

14 September 2019 

- NPWP No. 01.846.901.5-701.000.  

Ketersediaan dokumen Tata Batas lengkap dan telah 

mendapatkan SK Penetapan Areal dari Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu : 

- Pedoman Tata Batas  No. 249/PB/IUPHHK/2010 

tanggal 23 Desember 2010. 

- Instruksi Kerja Tata Batas Areal No. INS.94/BPKH.III-

2/2012 tanggal 21 Mei 2012 Panjang Trayek ± 

90.388 meter; Panjang Ikatan  ± 1.235 meter. 

- Laporan Tata Batas No Lap.108/BPKH.III-2/2012 

Tahun 2012 tanggal  28 Agustus 2013. 

- SK Kepala BKPM No. 4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 

tanggal 11 Juni 2015 tentang Penetapan Batas Areal 

Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

pada Hutan Tanaman PT Garuda Kalimantan Lestari 

Seluas 34.787,18 (Tigapuluh Empat Ribu Tujuhratus 

Delapanpuluh Tujuh dan Delapanbelas per Seratus) 

Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan 

Barat 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. 1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

(D) 

Baik 3 Berdasarkan telaah dokumen tata batas seperti verifier 

1.1.1. di atas kewajiban penataan batas PT Nusantara 

Kalimantan Lestari telah direalisasikan di lapangan dan 

telah mencapai temu Gelang dengan rencana sepanjang 

90.388 meter dan terealisasi sepanjang 93.171 meter 

dengan luas areal 34.787,18 Ha. 

Hasil penataan batas telah dibuatkan BAP Tata Batas dan 

disusun dalam bentuk Laporan Tata Batas No. 

Lap.108/BPKH.III-2/2012 Tahun 2012 dan telah 

ditetapkan berdasarkan SK Kepala BKPM No. 

4/1/IUPHHK-HT/PMDN/2015 tanggal 11 Juni 2015 

tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT 

Garuda Kalimantan Lestari Seluas 34.787,18 (Tigapuluh 

Empat Ribu Tujuhratus Delapanpuluh Tujuh dan 

Delapanbelas per Seratus) Hektar di Kabupaten 

Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. 

Hasil observasi di lapangan ditemukan bukti adanya 

patok batas pada areal yang berbatasan dengan pihak 

lain yaitu : 

- Patok batas Hutan Produksi dengan Areal APL 

Nomor HP 231 merupakan areal yang berbatasan 

dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Mahkota 

Kapital Jaya ditemukan patok batas dari kayu pada 

koordinat S 020 26’ 59,8” E1100 41’ 32,2” 

- Patok batas Hutan Produksi dengan Areal APL 

Nomor HP 235 merupakan areal yang berbatasan 

dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Mahkota 

Kapital Jaya ditemukan patok batas dari kayu pada 

koordinat S 020 27’ 00,2” E1100 41’ 45,7” 

- Patok batas Hutan Produksi dengan Areal APL 

Nomor HP 240 merupakan areal yang berbatasan 

dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT Mahkota 

Kapital Jaya ditemukan patok batas dari kayu pada 

koordinat S 020 27’ 00,5” E1100 42’ 01,9” 

- Patok Batas No H 772 batas antara IUPHHK-HTI PT 

Nusantara Kalimantan Lestari dan IUPHHK-HTI PT 

Hutan Ketapang Industri pada koordinat S 020 33’ 

07,6” E 1100 42’ 35,6”, ditemukan patok dari beton 

cor dan pada batasnya ditandai dengan pembuatan 

parit gajah lebar 2 meter sepanjang batasnya. 

- Terdapat Plang Batas IUPHHK-HTI PT Nusantara 

Kalimantan Lestari yang berbatasan dengan areal 

IUPHHK-HTI PT Hutan Ketapang Industri pada 

koordinat S 020 33’ 07,6” E 1100 41’ 31,1”.. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3. 1.1.3. 

Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan (BATB) 

(CD) 

Sedang 2 Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan Areal PT 

Nusantara Kalimantan Lestari secara aktual di lapangan 

telah diakui keberadaannya sesuai dengan Berita Acara 

tata batas batasnya. Namun masih ditemukan adanya 

konflik dan klaim lahan yang telah diidentifikasi dan 

tercatat sisa areal klaim diakhir tahun 2020 seluas 

5.774,90 Ha terdiri dari 8 (delapan) jenis konflik/ klaimer, 

dan PT Nusantara Kalimantan Lestari terus melakukan 

penyelesaian dengan melakukan negosiasi dan kegiatan 

CD/ CSR serta pola kemitraan di lapangan 

Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 24 

November 2020 di Hotel Borneo Emerald – Ketapang 

diperoleh penjelasan dari tokoh masyarakat Desa sekitar 

bahwa pada secara umum masyarakat telah mengetahui 

bahwa areal PT Nusantara Kalimantan Lestari terdapat 

batasnya dan di lapangan masyarakat mengetahui adanya 

plang areal HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari apabila 

memasuki wilayahnya. Namun secara khusus adanya 

patok batas hasil penataan batas yang menggunakan 

patok dari beton cor atau kayu keras (ulin) masyarakat 

tidak mengetahuinya. 

4. 1.1.4. 

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi 

kawasan. Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka 

verifier ini menjadi Not 
Aplicable. 

(CD) 

N/A - Pada areal IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari 

tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dan hasil 

tumpang susun peta areal IUPHHK-HT PT Nusantara 

Kalimantan Lestari dengan peta Kawasan Hutan dan 

Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Skala 

1:250.000 Lampiran SK Menhut No. SK.733/Menhut-

II/2014 tanggal 2 September 2014, diketahui bahwa di 

dalam areal IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan 

Lestari terdapat peruntukkan fungsi kawasan sebagai 

berikut : 

1. Areal Hutan Produksi (HP) seluas 33.882,95 Ha atau 

97,40% 

2. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 904,23 Ha atau 

2,60%. 

Pada dokumen RKUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan 

Lestari periode 2020 – 2029 yang telah disahkan, 

direncanakan penyusunan Tata Ruang Areal telah 

menyesuaikan dengan kondisi areal dan status 

kawasannya seluas 34.787,18 Hektar. 

5. 1.1.5. 

Penggunaan kawasan di 

luar sektor kehutanan 

(Apabila tidak ada 

penggunaan kawasan di 

luar sektor Kehutanan 

maka ve-rifier ini menjadi 

Not Aplicable). 

(CD) 

Sedang 2 PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen 

Monitoring  penggunaan lahan di luar IUPHHK-HT berupa 

data monitoring konflik dan laporan pemetaan konflik PT 

Nusantara Kalimantan Lestari. 

Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta 

wawancara dengan MR dan PJ auditi menyatakan bahwa 

pada areal IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari 

tidak terdapat Izin IPPKH baik berupa tambang maupun 

keperluan lainnya seperti berupa penggunaan jalan 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

koridor untuk angkutan dan lain-lain. Namun hasil 

inventarisasi dan monitoring klaim dan konflik lahan 

diketahui bahwa terdapat penggunaan lahan di dalam 

areal PT Nusantara Kalimantan Lestari untuk kegiatan di 

luar sektor kehutanan seperti perladangan dan kebun 

serta kegiatan pertanian dan pemukiman oleh masyarakat 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (13/15) x 100% = 86,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 
KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.2 

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 

sesuai dengan PHL 

(CD) 

Baik 3 Tersedia dokumen visi dan misi PT Nusantara Kalimantan 

Lestari yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur PT 

Nusantara Kalimantan Lestari SK Direksi PT Garuda 

Kalimantan Lestari No. SK/021/GKL/VIII/2016 tanggal 29 

Agustus 2016 dan SK Direksi PT Nusantara Kalimantan 

Lestari No. SK/001/NKL/II/2017 tanggal 21 Februari 2017. 

Visi dan Misi PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari. 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

(CD) 

Baik 3 Sosialisasi Visi dan Misi dilakukan dengan melakukan 

pertemuan dengan karyawan dan terdapat dokumen BAP 

sosialisasi kepada karyawan PT Nusantara Kalimantan 

Lestari. Sosialisasi juga dilakukan dengan membacakan 

dokumen visi dan misi di hadapan karyawan pada saat 

briefing pagi dengan cara bergilir. Di samping itu terdapat 

kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada karywan baru 

dan tenaga kerja yang pertama bekerja di PT Nusantara 

Kalimantan Lestari. 

Sosialisasi kepada masyarakat sesuai BAP sosialisasi visi 

dan misi kepada masyarakat  Desa Bengkal Serai tanggal 

6 Januari 2020, dan di Desa Pantai Ketikal pada tanggal 

14 Januari 2019. 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

(D) 

Sedang 2 Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan 

implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan 

PT Nusantara Kalimantan Lestari masih belum 

sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah: 

- Misi untuk menciptakan kemakmuran bangsa 

khususnya dari masyarakat sekitar masih belum 

seluruhnya terpenuhi sebagaimana penjelasan 

masyarakat pada saat konsultasi publik. Kondisi 

perekonomian masyarakat di sekitar areal kerja 

masih belum seluruhnya meningkat dengan 

keberadaan PT Nusantara Kalimantan Lestari 
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- Misi terkait legalitas telah dilaksanakan dengan 

menyusun dokumen legalitas baik legalitas 

lingkungan maupun dokumen perencanaan jangka 

panjang dan jangka pendek serta legalitas penataan 

batas dan penetapan luas arealnya. 

- Status wilayah konservasi masih dipertahankan, 

namun pengelolaannya masih belum seluruhnya 

menjaga dan mempertahankan flora fauna dari 

gangguan yang ada. 

- Areal PT Nusantara Kalimantan Lestari masih belum 

seluruhnya dapat dioperasionalkan menjadi tanaman 

HTI karena masih terdapat beberapa permasalahan 

di sebagian tempat, pemenuhan target di lapangan 

belum tercapai secara keseluruhan. 

- Misi untuk mempromosikan dan melindungi 

Kesehatan dan Penerapan K3 bagi karyawan dan 

tenaga kerja serta masyarakat belum seluruhnya 

dilaksanakan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/12) x 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

 

KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung 

Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan di lapangan 

pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

(CD) 

Sedang 2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan 

(Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) di lapangan telah 

sepenuhnya pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan 

hutan dan HTI namun pada saat audit diketahuui bahwa 

legalitas kepemilikan Ganis PHPL PT Nusantara 

Kalimantan Lestari  masih belum dilengkapi melalui 

mekanisme SIGANISHUT sesuai dengan peraturan yang 

berlaku (PermenLHK No.P.70/MenLHK/Setjen/KUM.1/ 

10/2019) pada semua kompetensi Ganisnya. 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

(D) 

Baik 3 Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT 

Nusantara Kalimantan Lestari selama 5 tahun terakhir  

(2016 – 2020) rata-rata sebesar 96,19% yaitu : 

- Tahun 2016 Rencana 3 orang Realisasi 3 orang  

- Tahun 2017 Rencana 7 orang Realisasi 9 orang  

- Tahun 2018 Rencana 30 orang Realisasi 36 orang  

- Tahun 2019 Rencana 21 orang Realisasi 25 orang 

- Tahun 2020 Rencana 45 orang Realisasi 6 (realisasi 
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sampai dengan bulan November 2020) 

Peningkatan kompetensi SDM melalui diklat tidak hanya 

dilakukan pada personil Tenaga Teknis PHPL, namun 

juga pada kegiatan inhouse training dan eksternal training 

dengan melibatkan instansi pelatihan lainnya. 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen 

ketenagakerjaan 

(D) 

Baik 3 Secara umum PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam 

pengelolaan ketenagakerjaan. 

Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di Kantor 

lapangan tersedia lengkap didukung oleh HRD di kantor 

Balikpapan. Pengesahan Peraturan Perusahaan, 

pernyataan kebebasan berserikat, dokumen wajib lapor 

ketenagakerjaan, penerapan upah minimum kabupaten, 

kepesertaan BPJS, dan tidak mempekerjakan karyawan di 

bawah umur serta peningkatan kompetensi karyawan dan 

adanya jenjang karir telah dilaksanakan sebagaimana 

ketentuan normatif tentang ketenagakerjaan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/15) x 100% = 93,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

 

KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan 

Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI  

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka  

PHPL 

(D) 

Sedang 2 PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki 

kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka 

pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi 

perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direktur 

PT Nusantara Kalimantan Lestari No. 

002/DIR/NKL/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 dan No. 

002/DIR/NKL/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang 

Struktur Organisasi Perusahaan. Terdapat Lampiran SK 

berupa Bagan Struktur Organisasi PT Nusantara 

Kalimantan Lestari yang sudah ditandatangani. 

PT Nusantara Kalimantan Lestari juga memiliki job 

description atau uraian tugas pada masing-masing 

jabatan. 

Pada tahun 2016, Struktur Organisasi PT Nusantara 

Kalimantan Lestari masih belum ditetapkan secara 

definitif dan operasional di lapangan masih belum 

berjalan dengan efektif. 

Demikian pula pada tahun 2017, sudah terdapat 

penetapan Struktur Organisasi, namun masih dalam level 

operasional dengan jabatan Plantartion Manager dan 



 
 

Halaman 12 dari 61 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

seterusnya ke bawah.  

Sedangkan tahun 2018 organisasi PT Nusantara 

Kalimantan Lestari terus berkembang, namun 

perkembangan organisasi dan pengisian personilnya 

secara administrasi masih belum ditetapkan dengan 

keputusan Direksi tentang perubahan Struktur 

Organisasi.  

Demikian pula yang terjadi pada tahun 2019 pengisian 

struktur organisasi terus dilakukan seiring dengan 

peningkatan kepadatan kegiatan operasional di lapangan. 

Walaupun demikian secara administrasi belum terdapat 

SK Penetapan Struktur Organisasinya. 

Pada tahun 2020 terdapat SK Struktur Organisasi yang 

mengubah Struktur Organisasi sebelumnya dan 

menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, pengisian 

personilnya terus dilakukan disesuaikan dengan 

perkembangan operasional di lapangan. Pengisian 

personil dilakukan juga dengan melakukan mutasi 

personil dari unit manajemen lainnya dalam satu grup 

pengelolaan. 

1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan tenaga 

pelaksana 

(CD) 

Baik 3 PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki peralatan 

SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan 

sistem informasi yang ada.  

Setiap peralatan SIM terdapat operator yang 

menjalankannya karena merupakan peralatan kerja 

seperti komputer dan printer, sedangkan untuk telefon 

dan radio di kantor digunakan bersama sesuai 

keperluannya. 

Terdapat SK Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari 

Nomor SK.004/DIR/NKL/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 

tentang Penunjukkan Tim Pengelola Sistem Informasi 

Management (SIM) yang menunjuk Sdr Widodo Sutikno 

dan Tim sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen 

di PT Nusantara Kalimantan Lestari. 

Tim SIM PT NKL : 

1. Widodo Sutikno : Ketua SIM 

2. Stefanus R : Staff 

3. Nico A : Staff 

4. Hadi Purnomo : Staff. 

Di samping itu PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

menetapkan operator untuk pelaporan sebagai berikut : 

- Operator SIPUHH : Sardius 

- Operator SI PNBP : Asril 

- Operator SEHATI : Pardomoan Samosir 

- Operator SIGANISHUT : Pardomoan Samosir 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal auditor 

dan efektifitasnya 

Sedang 2 Jabatan SPI/ Internal Audit tidak tercantum dalam 

dokumen Bagan Struktur Organisasi dan untuk itu 

jabatan SPI ditunjuk oleh Direktur PT Nusantara 

Kalimantan Lestari dan di luar struktur organisasi sesuai 
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(D) dengan SK Direktur PT Nusantara Kalimantan Lestari No. 

SK.03/DIR/NKL/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang 

Penunjukkan Satuan Pengawasan Internal (SPI). 

Personil Tim SPI PT Nusantara Kalimantan Lestari atas 

nama Jefri Fernando dengan susunan Tim sebagai 

berikut : 

1. Jevri Fernando : Ketua SPI 

2. Staff (Ananda Satria; Chairil Asmuni; Berto)  

Pada saat audit terdapat dokumen laporan hasil 

pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI sebagai bahan 

monitoring dan evaluasi atas kegiatan, namun kegiatan 

SPI hanya menjangkau pada bagian supporting atau 

bagian Gudang dengan menghitung stok opname 

terhadap barang dan persediaan di gudang. Kegiatan lain 

seperti kegiatan operasional Pembangunan HTI dan non 

operasional lainnya tidak terdapat bukti kegiatan 

monitoring dan evaluasi oleh SPI PT Nusantara 

Kalimantan Lestari. Di samping itu pada tahun 2016 tidak 

terdapat Tim SPI dan kegiatan monitoring dan evaluasi 

terhadap operasional kegiatan di PT Nusantara 

Kalimantan Lestari. 

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan SPI/ Audit Internal 

PT Nusantara Kalimantan Lestari dinilai belum berjalan 

efektif menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan 

pembangunan HTI 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

(CD) 

Sedang 2 Atas temuan stok opname oleh SPI tidak dicantumkan 

laporan tindaklanjut secara jelas, namun terdapat 

keterangan dalam laporan SPI bahwa temuan selisih 

barang persediaan di Gudang yang menjadi 

tanggungjawab petugas .  

Hasil wawancara dengan MR menjelaskan bahwa hasil 

SPI telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan 

sistem dan mekanisme administrasi pergudangan dan 

nurseri, namun untuk hasil pemeriksaan SPI yang 

terakhir masih dalam proses tindaklanjut karena terdapat 

ketidaksesuaian hasil yang disajikan oleh Tim SPI. 

Demikian pula terdapat temuan yang penyelesaiannya 

masih dipending terkait masih diperlukannya klarifikasi 

dan justifikasi dari pihak atau bagian lain, atau pun masih 

perlu perbaikan baik pada peralatan maupun pada sistem 

input barang dan pengeluarannya. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (13/18) x 100% = 72,22 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 
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1.5.1.  

Persetujuan rencana penebangan 

melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses 

dan diseminasi isi kandungannya 

(CD) 

Sedang 2 Secara umum pelaksanaan RKT PT Nusantara Kalimantan 

Lestari setiap tahunnya telah disetujui oleh Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan 

ketentuan.  Dalam pelaksanaannya dilakukan sosialisasi 

kepada masyarakat sekitar dan di Desa Pantai Ketikal dan 

Desa Bengkal Serai, namun tidak dilakukan secara 

bersamaan setiap tahunnya, sedangkan kegiatan RKT 

yang akan mempengaruhi hak-hak- masyarakat setempat 

telah disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar 

informasi yang memadai dari sebagian masyarakat 

namun belum seluruhnya dan secara administrasi tidak 

ditemukan bukti adanya BAP kegiatan sosialisasi RKT 

selain tahun 2015/2016 dan tahun 2016/2017 dan 

2017/2018. 

1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

(D) 

Sedang 2 PT Nusantara Kalimantan Lestari telah seluruhnya 

menyelesaikan tata batas (Temu Gelang) dan telah 

mendapatkan persetujuan dari para pihak tentang batas 

arealnya. Walaupun demikian di lapangan masih terdapat 

okupasi lahan dan perladangan oleh masyarakat dan PT 

Nusantara Kalimantan Lestari terus berupaya melakukan 

pendekatan dan sosialisasi dengan masyarakat sekitar 

dengan program kelola sosial dan pola kemitraan agar 

dapat meminimalisir adanya konflik batas antara 

masyarakat dan perusahaan.  

Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 24 

November 2020 di Hotel Borneo Emerald – Ketapang 

diperoleh penjelasan dari tokoh masyarakat Desa Bengkal 

Serai dan Desa Pantai Ketikal dan Desa Tanah Hitam 

bahwa di lapangan masyarakat mengetahui batas karena 

terdapat plang areal PT Nusantara kalimantan Lestari, 

namun terhadap patok batas tidak diketahui di lapangan 

dan Perusahaan tidak secara rutin melakukan sosialisasi 

kegiatannya setiap tahunnya. 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

(D) 

Sedang 2 PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen 

Project Plan CD/ CSR tahun 2016-2020 yang disusun dan 

mengacu kepada dokumen rencana kelola sosial yang 

ada di dokumen RKT yang disahkan. Bahwa RKTUPHHK-

HT PT Nusantara Kalimantan Lestari telah disusun dan 

disahkan serta disetujui oleh pihak yang berwenang.  

Selain itu terdapat BAP kegiatan sosialisasi terpadu yang 

dilakukan di beberapa desa di sekitar areal PT Nusantara 

Kalimantan Lestari dan di dalamnya berisi tentang 

sosialisasi rencana pelaksanaan CSR atau CD serta kelola 

sosial dan program lainnya. 

Hasil tanya jawab pada saat konsultasi publik tanggal 24 

November 2020 di Hotel Borneo Emerald – Ketapang 

diperoleh penjelasan dari tokoh masyarakat Desa Bengkal 



 
 

Halaman 15 dari 61 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Serai dan Desa Pantai Ketikal bahwa kegiatan sosialisasi 

secara terpadu dilakukan terkait kelola sosial dan 

pemberian bantuan CSR kepada masyarakat namun tidak 

setiap tahun dan Perusahaan tidak secara rutin 

melakukan sosialisasi kegiatannya setiap tahunnya. 

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menyusun 

dokumen Project Plan Kelola Sosial dari tahun 2016 – 

2020. Dokumen Project Plan juga mengacu kepada 

dokumen RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan oleh Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa 

RKTUPHHK-HT PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak yang 

berwenang sehingga dari Pihak Pemerintah telah 

mendapatkan persetujuannya (Bobot 50%). Sedangkan 

dari pihak masyarakat, dokumen rencana kelola sosial 

telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa 

Bengkal Serai dan Desa Pantai Ketikal pada tahun 2019 

dan tahun 2020. Sehingga dengan demikian kegiatan 

kelola sosial terhadap  masyarakat setempat telah 

disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada sebagian 

masyarakat pada areal PT Nusantara Kalimantan Lestari 

pada 2 (dua) Desa dari 4 (empat) desa yang menjadi 

desa binaan PT Nusantara Kalimantan Lestari (Bobot 

25%). Dengan demikian terdapat persetujuan dalam 

proses dan pelaksanaan CSR/CD dari sebagian para pihak 

(75%) 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

(CD) 

Sedang 2 Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah 

melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, 

RKUPHHK-HT. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan 

dari masyarakat diperoleh dari masyarakat sebagaimana 

dokumen sosialisasi  terpadu tentang kawasan lindung 

yang dilaksanakan di Desa Bengkal Serai dan Desa Pantai 

Ketikal pada tahun 2019 dan 2020.  

Dokumen SK penetapan kawasan lindung juga mengacu 

kepada dokumen RKUPHHK-HTI yang telah disahkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta 

mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui 

oleh Pemerintah selaku pihak yang berwenang (Bobot 

50%).  

Sedangkan dari pihak masyarakat, dokumen rencana 

kelola sosial telah dilakukan sosialisasi kepada 

masyarakat Desa Bengkal Serai dan Desa Pantai Ketikal 

pada tahun 2019 dan tahun 2020. Sehingga dengan 

demikian dokumen dan keberadaan kawasan lindung PT 

Nusantara Kalimantan Lestari telah disosialisasikan dan 

dikonsultasikan kepada sebagian masyarakat pada areal 

PT Nusantara Kalimantan Lestari pada 2 (dua) Desa dari 

4 (empat) desa yang menjadi desa binaan PT Nusantara 

Kalimantan Lestari (Bobot 25%). Dengan demikian 

terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan 

lindung telah disetujui oleh pihak yang berwenang dan 
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telah disosialisasikan kepada masyarakat dan pendapat 

persetujuan dari sebagian para pihak (75%). 

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi di 

lapangan secara biofisik kondisinya dinilai baik, namun 

masih terdapat gangguan terhadap kawasan lindung 

seperti perburuan satwa dan pemanfaatan kayu illegal 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) 100% = 77,78 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 

 

    KRITERIA PPRODUKSI 
INDIKATOR 2.1. 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.1.1. 

Keberadaan Dokumen Rencana 

Jangka Panjang (management 
plan) yang telah Disetujui oleh 

Pejabat yang Berwenang  

(D) 

Baik 3 PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki 

dokumen rencana jangka panjang (management 
plan) yang telah disahkan oleh pejabat 

berwenang, dengan rincian : 

- RKUPHHK-HT untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun Periode Tahun 2010-2019 

atas nama PT Garuda Kalimantan Lestari, 

yang telah disahkan oleh Menteri 

Kehutanan melalui SK Nomor : SK.83/VI-

BPHT/2010 tanggal 12 Agustus 2010. SK 

Penetapan RKU berlaku sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2019. 

- Revisi RKUPHHK-HT untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun Periode 2010 – 2019 atas 

nama PT Nusantara Kalimantan Lestari 

yang telah disahkan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 

SK No. SK.5287/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 

2019. Terdapat Peta Revisi RKUPHHK-HT 

Periode 2010-2019 skala 1:50.000. 

Dokumen Revisi RKU berlaku sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2019. 

- RKUPHHK-HT untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun periode 2020 – 2029 atas 

nama PT Nusantara Kalimantan Lestari 

yang telah disahkan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 

SK No. SK.9366/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 tanggal 05 

Novemeber 2019. Terdapat Peta 

RKUPHHK-HT Periode 2020-2029 Skala 
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1:50.000. Dokumen RKU berlaku dari 01 

Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 

Desember 2020. 

PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak dikenai 

peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. 

2. 2.1.2  

Kesesuaian Implementasi 

Penataan Areal Kerja di Lapangan 

dengan Rencana Jangka Panjang  

(D) 

Sedang 2 Rencana penataan areal kerja didasarkan pada 

dokumen : 

- RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-2019 

untuk RKTUPHHK-HT Tahun 2016, 2017, 

dan 2018 

- Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010-

2019 untuk RKTUPHHK-HT Tahun 2019. 

- RKUPHHK-HTI untuk Periode Tahun 2020-

2029 untuk RKTUPHHK-HT Tahun 2020. 

Berikut analisa terhadap kesesuaian 

implementasi penataan areal kerja PT Nusantara 

Kalimantan Lestari : 

Tahun 

Rencana Lokasi 

Blok 

sesuai 

RKUPHHK-HT 

Implementasi Lokasi 

Blok 

RKTUPHHK-HT 

2016 II II 

2017 III II dan I 

2018 IV I, III dan IV 

2019 I I dan VI 

2020 I I dan V 

Implementasi penataan areal kerja (blok RKT dan 

compartment/petak) sebagian sesuai dengan 

RKUPHHK. 

3. 2.1.3  

Pemeliharaan Batas Blok dan 

Petak / compartemen kerja  

(CD) 

Baik 3 Berdasarkan observasi lapangan secara random 
sampling dan verifikasi lokasi dengan softwere 
PDF maps didapatkan keberadaan penandaan 

blok dan petak RKTUPHHK-HTI Tahun 2016, 

2017, 2018, 2019, dan 2020 pada sampling 

yang diperiksa seluruhnya dapat terlihat jelas 

dilapangan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (13/15 ) 100% = 86,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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KRITERIA PPRODUKSI 
INDIKATOR 2.2. 

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem  

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.2.1.  

Terdapat Data Potensi Tegakan 

per Tipe Ekosistem yang ada 

(Berbasis IHMB / Survei potensi, 

ITSP, Risalah Hutan) 

(D) 

Baik 3 PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki data 

potensi berdasarkan pelaksanaan pre harvesting 
inventory yang telah dilaksanakan pada Tahun 

2020 pada Blok URKTUPHHK-HA Tahun 2021 

dengan total luas tanaman seluas 1.130 Ha 

didapatkan potensi sebanyak 154.594 m3. 

PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki data 

potensi berdasarkan pelaksanaan inventarisasi 

hutan alam / cruising tegakan pada areal 

penyiapan lahan dengan memanfaatkan kayu 

alam. Adapun kondisi tegakan hutan alam Blok 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2017-2018, 2018-2019, 

2020 berdasarkan hasil cruising atas areal seluas 

5.839,5 Ha dengan potensi tegakan sebesar 

13.427,45 m3 atau 2,3 m3/Ha. 

Didapatkan Peta kelengkapan ITSP berupa peta 

jalur cruising pada 3 Tahun terakhir, berupa : 

- Peta jalur cruising LHC skala 1:50.000 

- Peta desain plot PHI P42 skala 1:3.500 

 

2. 2.2.2.  

Terdapat Informasi tentang Riap 

Tegakan 

(CD) 

Sedang 2 Terdapat informasi riap tegakan berdasarkan 

inventarisasi inventory summary report PMA 18 

Bulan s.d. PMA 42 Bulan. 

Riap tegakan dan sudah dianalisis sesuai dengan 

inventory summary report PMA. Dapat diketahui 

nilai mean annual increment (MAI) rata-rata 

sebesar 28,4 m3/Ha/Yr. 

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah memiliki 

informasi riap tegakan tanaman, namun PT 

Nusantara Kalimantan Lestari belum 

melaksanakan kegiatan PSP sesuai dengan SOP 

Permanen Sample Plot No. 005-NKL-PLN-SOP 

Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. 

3. 2.2.3.  

Terdapat Perhitungan Internal 

/self  JTT Berbasis Data Potensi 

dan Kondisi Kemampuan 

Pertumbuhan Tegakan 

(CD) 

Buruk 1 PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melaksanakan analisa riap tegakan periode audit, 

namun PT Nusantara Kalimantan Lestari belum 

melaksanakan menyampaikan laporan PUP sesuai 

amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada 

pasal 10. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (09/12 ) 100% = 75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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KRITERIA PPRODUKSI 
INDIKATOR 2.3. 

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.3.1.  

Ketersediaan SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

Baik 3 PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki SOP 

tahapan sistem silvikultur yang diterapkan yaitu 

THPB untuk semua tahapan, mencakup : 

1) Penataan Areal Kerja (PAK) 

2) Risalah Hutan 

3) Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) 

4) Pengadaan Bibit 

5) Penyiapan Lahan 

6) Penanaman  

7) Pemeliharaan 

8) Pemanenan 

9) Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

Secara umum, SOP tahapan silvikultur telah 

memenuhi prinsip yang tercantum dalam 

Lampiran 4 Perdirjen BPK Nomor : P.9/VI-

BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009. 

2. 2.3.2.  

Implementasi SOP Seluruh 

Tahapan Kegiatan Sistem 

Silvikultur  

(D) 

Sedang 2 Pada periode audit Sertifikasi dapat diverifikasi 

terdapat implementasi sebagaian SOP Tahapan 

Sistem Silvikultur, dengan kondisi : 

1) PT Nusantara Kalimantan Lestari 

melaksanakan kegiatan PAK pada Et-0, 

Penandaan berupa pembuatan Plang Blok 

dan compartemen RKTUPHHK-HTI. 

Diverifikasi bahwa Penandaan patok 

compartemen dilapangan belum seluruhnya 

sesuai dengan SOP Tata Ruang Hutan 

Tanaman Industri No. 013-NKL-PLN-SOP 

Rev. 1 tgl. 02 Januari 2020 dalam hal : 

- Informasi pada patok compartemen 

belum seragam sesuai SOP. 

- Pewarnaan Patok Petak Blok TK belum 

sesuai dengan SOP. 

2) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melaksanakan kegiatan risalah hutan. 

Terdapat pelaksanaan pre harvesting 
inventory/ PHI atas tanaman berumur 42 

Bulan. Disamping itu, terdapat implementasi 

risalah hutan berupa pelaksanaan PMA 6, 

PMA 18, dan PMA 30. Tidak terdapat 

implementasi PMA umur 12 Bulan sesuai 

SOP. 

3) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melaksanakan kegiatan pembukaan wilayah 

hutan berupa pembuatan jalan dan dan 

pemeliharaan jalan. Kondisi jalan secara 

umum baik, namun terdapat beberapa seksi 

jalan yang rusak dan mengalami kerusakan. 

Hal ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca 

musim hujan. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Pada pelaksanaan audit terdapat 

pelaksanaan pemeliharaan jalan dengan 

grader dan compactor pada jalan di batas 

blok D dan C. 

4) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melaksanakan pengadaan bibit di Satelit 

Nursery PT Nusantara Kalimantan Lestari. 

Kapasitas nursery PT NKL seluas 4 Ha 

dengan kapasitas bibit sebanyak 3.818.880 

BST. Produksi Satelit Nursery PT NKL setiap 

bulan ±500.00 BST setiap bulan. Bibit yang 

diproduksi yaitu Eacalyptus sp. dan Acacia 

sp. 

5) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melaksanakan kegiatan implementasi 

penyiapan lahan berupa pelaksanaan pada 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019, dan 2020. 

Dapat diverifikasi keberadaan excavator 

yang telah melaksanakan kegitan Penyiapan 

Lahan. Sistem yang digunakan yaitu rumpuk 

tanpa bakar. Jarak antara rumpukan selebar 

18 m. 

6) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melaksanakan kegiatan implementasi 

penyiapan lahan berupa pelaksanaan pada 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019, dan 2020. 

Pelaksanaan dilapangan dilakukan secara 

manual. Dapat diverifikasi tanaman pada 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2015-2016, 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019, dan 2020. 

1) Realisasi penanaman oleh IUPHHK-HTI pada 

Tahun 2016 s.d. 2020 per Oktober 2020 

teralisasi tanaman pokok dan tanaman 

kehidupan sebesar 12.501,5 Ha dari rencana 

RKTUPHHK-HTI sebesar 29.820,1 Ha atau 

terealisasi 41,92% (<50) dari yang 

seharusnya sesuai dengan rencana 

RKTUPHHK-HTI. 

2) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melaksanakan Implementasi Pemeliharaan 

pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, dan 

2020. Berdasarkan data base PIMS masih 

ditemukan keterlambatan pemeliharaan 

salah satu contoh di Petak B089 dan I497. 

3) PT Nusantara Kalimantan Lestari belum 

melaksanakan kegiatan pemanenan kayu 

tanaman dikarenakan belum terdapat 

tanaman yang mencapai umur daur (6 

tahun). Namun demikian, terdapat realisasi 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

panen kayu alam pada areal penyiapan lahan 

untuk pembangunan HTI sesuai SOP Panen 

Kayu Alam No. 002-PBA-WS-SOP Rev. 0 tgl. 

01 Desember 2016.   

4) PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melaksanakan implementasi Perlindungan 

dan Pengamanan Hutan pada RKTUPHHK-

HTI Tahun 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019, dan 2020. 

PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki 

personil Pengamanan Hutan dan Lahan yaitu 

Personil Security. Berdasarkan wawancara 

terdapat program patroli pengamanan hutan 

secara rutin setiap hari. 

Terdapat Pemasangan Plang Larangan 

merambah/ membuka lahan, menebang 

pohon, Berladang/ berkebun, Mendirikan 

Bangunan, Berburu Satwa, dan Meracuni 

Perairan. 

3. 2.3.3.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Tegakan sebelum Masak Tebang 

(D) 

Baik 3 Pada pelaksanaan audit diverifikasi belum 

terdapat pelaksanaan pre harvesting inventory. 

Hal tersebut dikarenakan belum terdapat tegakan 

tanaman yang berumur 5 Tahun. 

Potensi Tegakan sebelum masak tebang 

didapatkan dari proyeksi hasil pelaksanaan mid 
rotary inventory (MRI) pada pelaksaaan PMA 

umur 42 Bulan dengan mean annual increment 

rata-rata sebesar 28,4 m3/Ha/Yr sehingga 

proyeksi potensi tegakan didapatkan 170,4 m3/Ha 

pada umur 6 Tahun (≥ 120 m3/Ha). 

4. 2.3.4.  

Tingkat Kecukupan Potensi 

Permudaan 

(CD) 

Baik 3 Berdasarkan wawancara dan verifikasi dokumen 

diverifikasi pada PT Nusantara Kalimantan Lestari 

memiliki permudaan tanaman yang telah ditanam 

mulai dari Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 

2020. 

Berdasarkan pelaksanaan PMA Periode Tahun 

2016-2020 pada umur 6 Bulan dan 18 Bulan 

didapatkan nilai jumlah permudaan tanaman 

permudaan sebesar 90% (≥ 90% dari jumlah 

tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang 

dipergunakan). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (19/21) 100% = 90,48 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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KRITERIA PPRODUKSI 
INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.4.1.  

Ketersediaan Prosedur 

Pemanfaatan / Pengelolaan 

Hutan Ramah Lingkungan 

(D) 

Baik 3 PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki 

prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah 

lingkungan sesuai dengan keberadaan : 

- SOP Microplanning (Mineral Soil) No. 012-

PBA-PLN-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 

2016. SOP telah disetujui/ disahkan oleh 

Direktur PT Permata Borneo Abadi. 

- SOP Microplanning No. 001-PBA-WS-SOP 

Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. SOP telah 

disetujui/ disahkan oleh Direktur PT 

Permata Borneo Abadi. 

- SOP RIL Pasca Pemanenan (HOA & Ripping 

Soil) No. 005-PBA-WS-WI Rev. 0 tgl 01 

Desember 2016. SOP telah disetujui/ 

disahkan oleh Direktur PT Permata Borneo 

Abadi. 

2. 2.4.2.  

Penerapan Teknologi Ramah 

Lingkungan 

(D) 

Sedang 2 Pada pelaksanaan audit dapat diverifikasi 

pelaksanaan penerapan teknologi ramah 

lingkungan pada kegiatan pra pemanenan 

(perencanaan) melalui pembuatan peta kerja 

menggunakan software ArcGIS.  
Disamping itu, terdapat upaya meminimalkan 

dampak erosi berupa pembuatan infill drain dan 

sand trap pada Petak yang berpasir. 

3. 2.4.3.  

Limbah Pemanfaatan Hutan 

Minimal 

(CD) 

N/A - PT Nusantara Kalimantan Lestari belum terdapat 

kegiatan pemanenan pada panen kayu tanaman. 

Dengan demikian, penilaian terhadap faktor 

ekploitasi tidak dapat diterapkan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/12) 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA PPRODUKSI 
INDIKATOR 2.5. 

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.5.1.  

Keberadaan Dokumen Rencana 

Kerja Jangka Pendek (RKT) yang 

Disusun Berdasarkan Rencana 

Kerja Jangka Panjang (RKU) dan 

Disahkan Sesuai Peraturan yang 

Berlaku (Dinas Prov, self 
approval)  

Baik 3 PT Nusantara Kalimantan Lestari pada periode 

penilaian telah memiliki dokumen RKTUPHHK-

HTI yang lengkap dan telah yang disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, diantaranya : 

1) RKTUPHHK-HTI Tahun 2015-2016 a.n. PT 

Garuda Kalimantan Lestari dan Lampiran 

Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan 

dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

(CD) Provinsi Kalimantan Barat melalui SK. No. 

136/Dishut-IV/BPHT/2015 tgl. 17 Desember 

2015. 

2) RKTUPHHK-HTI Tahun 2016-2017 a.n. PT 

Garuda Kalimantan Lestari dan Lampiran 

Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan 

dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Barat melalui SK. No. 

159/Dishut-IV/BPHT/2016 tgl. 3 Desember 

2016. 

3) RKTUPHHK-HTI Tahun 2017-2018 a.n. PT 

Nusantara Kalimantan Lestari (d.h. PT 

Garuda Kalimantan Lestari) dan Lampiran 

Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan 

dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Barat melalui SK. No. 

190/Dishut-IV/PKH/2017 tgl. 30 November 

2017. 

4) RKTUPHHK-HTI Tahun 2018-2019 a.n. PT 

Nusantara Kalimantan Lestari (d.h. PT 

Garuda Kalimantan Lestari) dan Lampiran 

Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan 

dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Barat melalui Nomor : 

156/Kpts-II/PKH/2018 tanggal 28 

November 2018. 

Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 

dan Lampiran Peta RKTUPHHK-HTI yang 

telah disahkan dan disetujui oleh Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 

melalui SK. Nomor : 184/Kpts-II/PKH/2019 

tanggal 18 September 2019. 

5) RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 dan Lampiran 

Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disahkan 

dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Barat melalui SK. No. 

23/KPTS-II/pkh/2019 tgl. 23 Desember 

2019. 

2. 2.5.2.  

Kesesuaian Peta Kerja dalam 

Rencana Jangka Pendek dengan 

Rencana Jangka Panjang 

(D) 

Sedang 2 Terdapat peta kerja sesuai keberadaan lampiran 

Peta RKTUPHHK-HTI yang disahkan oleh 

pejabat yang berwenang yang menggambarkan 

areal yang boleh ditebang/ dipanen/ 

dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal 

yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. 

Namun demikian,  belum seluruhnya sesuai 

dengan Peta RKUPHHK-HTI diantaranya 

Penandaan Pada Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 

2018-2019 dan 2020 belum seluruhnya 

tergambar sesuai Peta RKUPHHK-HA, belum 

terdapat keterangan KPPN, BZ CA, KG, CB, dan 

Sempadan Sungai sesuai dengan Peta 

RKUPHHK-HTI Tahun 2020-2029. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3. 2.5.3.  

Implementasi Peta Kerja Berupa 

Penandaan Batas Blok Tebangan 

/ Dipanen / Dimanfaatkan / 

Ditanam / Dipelihara beserta 

Areal yang Ditetapkan sebagai 

Kawasan Lindung (untuk 

Konservasi/ buffer zone/ pelesta-

rian plasma nutfah / religi 

/budaya / sarana prasarana dan 

Penelitian & Pengembangan) 

(D) 

Baik 3 Pemeriksaan lapangan diverifikasi terdapat 

penandaan batas blok dan petak dipelihara 

sesuai peta dapat diidentifikasi jalas di Lapangan 

sesuai dengan verifier 2.1.3. 

Terhadap sampling pemeriksaan penandaan 

Kawasan Lindung, diverifikasi dengan kondisi : 

 Sempadan Utak Udang berupa Plang Nama 

dan Penandaan Batas Cat Merah telah 

sesuai di lapangan. 

 Buffer Zone CA Kendawangan berupa 

Plang Nama dan Penandaan Batas Cat 

Merah telah sesuai di lapangan. 

Diverifikasi penandaan kawasan lindung sebesar 

94,89% (hasil penilaian Auditor Aspek Ekologi) 

dari yang seharusnya. 

4. 2.5.4.  

Kesesuaian Lokasi, Luas, 

Kelompok Jenis dan Volume 

Panen dengan Dokumen 

Rencana Jangka Pendek  

(D) 

Sedang 2 PT Nusantara Kalimantan Lestari sedang dalam 

proses Pembangunan HTI. Berdasarkan 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 s.d. 2020 

diverifikasi bahwa PT Nusantara Kalimantan 

Lestari tidak memiliki rencana pemanenan kayu 

tanaman. 

Diverifikasi terdapat rencana dan realisasi panen 

kayu alam untuk penyiapan lahan Tahun 2016 

s.d. 2020  dengan kondisi : 

- Realisasi volume tebangan total pada 

periode penilaian sebesar 1.277,19 m3 dari 

rencana 21.506,2 m3 atau terealisai 5,94% 

(< 70%). 

- Realisasi luas tebangan total pada periode 

penilaian sebesar 87,7 Ha dari rencana 

14.999,3 Ha atau teralisasi 0,58% yang 

artinya  tidak melebihi luas yang disahkan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (17/21) 100% = 80,95 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA PPRODUKSI 
INDIKATOR 2.6. 

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan Memenuhi kebutuhan 

dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber 

Daya Manusia 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.6.1.  

Kondisi Kesehatan Finansial  

(CD) 

Buruk 1 Dapat diverifikasi Laporan Keuangan yang telah 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan : 

a. Laporan Keuangan 31 Desember 2019 PT 

Nusantara Kalimantan Lestari dan Laporan 

Auditor Independen oleh Kantor Akuntan 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Publik Ojak Lumban Gaol No. 

00034/2.1024/AU.1/01/1119-4/1/IV/2020 tgl. 

17 April 2020. 

b. Laporan Keuangan 31 Desember 2018 dan 

2017 PT Nusantara Kalimantan Lestari dan 

Laporan Auditor Independen oleh Kantor 

Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol No. 

00042/2.1024/AU.1/01/1119-3/1/IV/2019 tgl. 

24 April 2019. 

c. Laporan Keuangan 31 Desember 2017 dan 

2016 PT Nusantara Kalimantan Lestari dan 

Laporan Auditor Independen oleh Kantor 

Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol No. 

61/LA/OL/VII/18  tgl. 16 Juli 2018 

d. Laporan Keuangan 31 Desember 2016 dan 

2015 PT Nusantara Kalimantan Lestari dan 

Laporan Auditor Independen oleh Kantor 

Akuntan Publik Ojak Lumban Gaol No. 

07/LA/OL/III/18  tgl. 16 Maret 2018. 

Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik dapat diverifikasi 

bahwa Kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan PT 

Nusantara Kalimantan Lestari secara umum pada 

periode audit masih terdapat : 

 Likuiditas <100% 

 Solvabilitas <100% 

 Rentabilitas Negatif 

 Opini Akuntan Publik Wajar Dengan 

Pengecualian 

Secara umum berdasarkan Laporan Keuangan 

yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 

kondisi kesehatan finansial perusahaan pada 

periode audit belum seluruhnya memenuhi norma 

Sedang dan Baik. 

2. 2.6.2.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Cukup berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 

dibuat sesuai dengan Pedoman 

Pelaporan Keuangan 

Pemanfaaran Hutan Produksi 

(yang telah diaudit oleh akuntan 

publik) 

(CD) 

Baik 3 Berdasarkan Financial Highlights Tahun 2016 s.d. 

2020 didapatkan data rencana dan realisasi alokasi 

dana kelola hutan (perencanaan, perlindungan 

hutan, penanaman, sarana parsarana dan 

peralatan kerja, dan penelitian dan pengembangan 

dan pengembangan SDM). 

Realisasi alokasi dana pada periode audit teralisasi 

rata-rata 110,13% (>80%) dari kebutuhan kelola 

hutan yang seharusnya berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai 

dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 

oleh akuntan publik). 

3. 2.6.3.  

Realisasi Alokasi Dana Yang 

Proporsional  

Buruk 1 Berdasarkan Financial Highlights Tahun 2016 s.d. 

2020 didapatkan perbedaan realisasi dana kelola 

hutan yang tidak proporsional dengan perbedaan 
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(CD) rata-rata sebesar >50%. Realisasi dana kelola 

hutan seyogyanya direalisasikan sesuai dengan 

rencana agar tidak terdapat perbedaan realisasi 

dana yang terlalu tinggi. 

4. 2.6.4.  

Realisasi Pendanaan Yang 

Lancar 

(CD) 

Sedang 2 Pada periode audit terealisasi dana kelola hutan 

pada Tahun 2016 s.d. 2020 rata-rata >80% atau 

Baik sesuai dengan verifier 2.6.2. Hal tersebut 

menandakan bahwa realisasi dana untuk kegiatan 

teknis kehutanan lancar. 

Namun demikian, masih terdapat realisasi 

pendanaan yang belum sesuai tata waktunya 

misalnya dari realisasi kegatan pemeliharaan yang 

belum sesuai tata waktunya misalnya kegiatan 

pemeliharaan di petak B089 dan I497 yang 

mengalami keterlambatan pelaksanaan kegiatan. 

5. 2.6.5.  

Modal yang Ditanamkan 

(kembali) Ke Hutan 

(D) 

Baik 3 Berdasarkan Financial Highlights Tahun 2016 s.d. 

2020 didapatkan data rencana dan realisasi dana 

untuk penanaman. Realisasi penanaman tanaman 

pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan 

oleh IUPHHK-HTI sebesar 102,36%. 

6. 2.6.6. 

Realisasi Kegiatan Fisik 

Penanaman / Pembinaan Hutan 

(CD) 

Sedang 2 Realisasi penanaman oleh IUPHHK-HTI pada 

periode audit 2016-2020 teralisasi tanaman pokok 

dan tanaman kehidupan sebesar 12.501,5 Ha dari 

rencana RKTUPHHK-HTI sebesar 29.820,1 Ha atau 

terealisasi 41,92% dari yang seharusnya sesuai 

dengan rencana RKTUPHHK-HTI. 

Berdasarkan pada Neraca Tanam, berdasarkan 

Tata Ruang pada dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 

2020-2029 didapatkan neraca tanaman PT 

Nusantara Kalimantan Lestari telah terealisasi 

tanaman pokok dan tanaman kehidupan sebesar 

12.519,20 Ha dari 50 % (50-70%) dari luas areal 

efektif untuk produksi seluas 25.145,92 Ha. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (15/21) 100% = 71,43 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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1. 3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

(D) 

BAIK 3 Luas dan jenis kawasan lindung PT 

Nusantara Kalimantan Lestari didasarkan 

pada alokasi dalam dokumen RKUPHHK-HT 

Periode 2020 – 2029 yang telah disahkan 

berdasarkan Keputusan MenLHK No. 

SK.9366/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/ 2019 

Tanggal 5 November 2019. Kawasan lindung 

yang dimiliki diantaranya :  

1) Kawasan gambut (772,68 Ha); 

2) Sempadan sungai (4.495,80 Ha); 

3) Bufferzone hutan lindung (2.276,41 Ha);  

4) KPPN (1.450,31 Ha); dan 

5) Kawasan cagar budaya (500,61 Ha).  

Berdasarkan hasil observasi lapang pada 

KPPN (-2˚25’25” S – 110˚32’17” E); 

Bufferzone Cagar Alam Kendawangan (-

2˚24’57” S – 110˚29’52” E); Sempadan 

Sungai (S. Utak Udang) dan Hutan Rawa (-

2˚29’21” S – 110˚37’55” E), diketahui bahwa 

kondisi biofisik telah sesuai dengan 

peruntukkannya. Penutupan vegetasi cukup 

rapat dengan jenis-jenis endemik. 

2. 3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah 

ditandai, tanda batas dikenali) 

(D) 

BAIK 3 Total panjang batas kawasan lindung PT 

Nusantara Kalimantan Lestari berdasarkan 

hasil deliniasi panjang batas kawasan lindung 

adalah sebesar 1.030,59 Km. Kegiatan 

penandaan batas kawasan lindung didasarkan 

pada perkembangan batas blok RKT. Hal 

tersebut disebabkan karena beberapa areal 

kawasan lindung masih belum dapat diakses 

sepenuhnya. 

Selama periode 5 tahun terakhir, rencana 

penandaan batas kawasan lindung sampai 

dengan blok RKT 2020 adalah sebesar 

359,84 km.  Realisasi kawasan lindung yang 

telah ditata batas mencapai 341,44 Km, 

sehingga persentase penandaan batas 

kawasan lindung mencapai 94,89% dari 

rencana penandaan batas kawasan lindung.  

Berdasarkan observasi lapang pada 

sempadan Anak Sungai Utak Udang (X = 

467114; Y = 9723625), ditemukan patok 

ABKT berwarna merah sebagai titik ikat 

penandaan. Pada areal KPPN (-2˚25’25” S – 

110˚32’17” E), telah terdapat patok tanda 

batas kawasan lindung berwarna merah 

(bertuliskan KL – KPPN). Pada areal 

konservasi sempadan sungai Utak Udang dan 
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Hutan Rawa, berdasarkan sampling rintisan 

sejauh ±200 meter, telah terdapat patok 

batas kawasan lindung  berwarna merah 

bertuliskan KSV – SS – PT NKL. Masing-

masing patok telah sesuai dengan SOP. 

3. 3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

(D) 

BAIK 3 Kondisi penutupan kawasan lindung terkini 

pada areal PT Nusantara Kalimantan Lestari 

dapat dilihat melalui overlay kawasan lindung 

dari Peta UAV (Unmaned Aerial Vehicle) 

Liputan Tanggal 1 Juli 2020 skala 1 : 

170.000. Jenis penutupan kawasan lindung 

meliputi : 1) Hutan primer (665,59 Ha); 2) 

Hutan sekunder / belukar tua (7.692,22 Ha); 

3) Belukar muda (499,73 Ha); dan 4) Tanah 

terbuka (139 Ha). Areal dengan kategori 

masih berhutan sebesar 8.357,81 Ha 

(92,90% dari luas kawasan lindung.   

Berdasarkan hasil observasi lapang pada 

KPPN (-2˚25’25” S – 110˚32’17” E); 

Bufferzone Cagar Alam Kendawangan (-

2˚24’57” S – 110˚29’52” E); Sempadan 

Sungai Utak Udang dan Hutan Rawa (-

2˚29’21” S – 110˚37’55” E), tutupan areal 

didominasi dengan hutan sekunder dan 

belukar tua dengan tingkat kerapatan yang 

cukup tinggi. 

Dalam rangka memperbaiki kondisi 

penutupan lahan pada kawasan lindung, PT 

Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melakukan penanaman kawasan lindung 

sesuai Berita Acara Kegiatan Rehabilitasi 
Bufferzone Cagar Alam Kendawangan No. 
09/EHS-BA/XII/2019 Tanggal 16 Desember 
2019. Luas areal yang ditanam mencakup 3,1 

Ha dengan jenis tanaman berupa Belangiran 

dan Gelam. 

4. 3.1.4 

Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi 

(CD) 

SEDANG 2 Pengakuan para pihak terhadap kawasan 

lindung dapat dibagi dalam 3 kategori, yakni 

pemerintah; karyawan; dan masyarakat yang 

terkena dampak operasional perusahaan. 

Pengakuan kawasan lindung dari pemerintah 

(pusat dan daerah) telah didapatkan melalui 

persetujuan dan pengesahan dokumen 

AMDAL, RKU, dan RKT. 

Pengakuan keberadaan kawasan lindung dari 

karyawan dibuktikan melalui Surat Keputusan 
Direksi No. SK.01/DIR/NKL/I/ 2020 Tanggal 1 
Januari 2020 tentang Penetapan Kawasan 
Lindung PT Nusantara Kalimantan Lestari 
Dengan Luas 9.495,82 Ha. Dengan adanya 

SK tersebut, sudah menjadi tanggung jawab 

dan kewajiban karyawan dalam mematuhi 
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aturan yang berlaku di perusahaan sehingga 

secara otomatis telah terdapat persetujuan 

dari karyawan terkait keberadaan kawasan 

lindung pada areal PT Nusantara Kalimantan 

Lestari. 

Pengakuan kawasan lindung dari masyarakat 

sekitar konsesi didapatkan melalui upaya 

sosialisasi kawasan lindung. Selama periode 

5 tahun terakhir, sosialisasi kawasan lindung 

telah dilakukan sebanyak 2 kali (tahun 2019 

dan 2020) pada empat desa binaan 

diantaranya Desa Bangkal Serai, Desa Pantai 

Ketikal, Desa Air Hitam Hulu, dan Desa Tanah 

Hitam. Sosialisasi kawasan lindung belum 

dilakukan secara periodik setiap tahun sekali.  

Pengakuan para pihak terkait kawasan 

lindung dapat diketahui secara de facto di 

lapangan melalui ada atau tidaknya 

gangguan-gangguan pada kawasan lindung 

oleh para pihak. Berdasarkan hasil observasi 

lapang, ditemukan bahwa pada areal 

sempadan sungai Air Hitam (berbatasan 

dengan areal HCV) pada koordinat -2˚30’37” 

S – 110˚45’33” E terdapat kegiatan tambang 

ilegal emas (illegal mining) yang masih 

beroperasi. 

5. 3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 

areal/land scaping sesuai 

RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

(D) 

SEDANG  2 Dalam kegiatan pengelolaan kawasan lindung, 

PT NKL telah mempunyai prosedur yang 

berjudul SOP Pengelolaan Kawasan Lindung 

(No. 023-NKL-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 

2016). 

Selama periode 5 tahun terakhir, PT NKL 

telah melakukan kegiatan pengelolaan 

kawasan lindung sesuai dengan SOP, 

meliputi penandaan batas kawasan lindung, 

pemasangan papan informasi jenis kawasan 

lindung, sosialisasi kawasan lindung, 

rehabilitasi/ penanaman pada kawasan 

lindung, perlindungan hutan, dan 

pemantauan vegetasi dan satwa liar. 

Meskipun begitu, beberapa laporan 

pengelolaan dan/atau berita acara kegiatan 

belum seluruhnya tersedia.  

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (24/27) x 100% = 88,89% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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1. 3.2.1 

Ketersediaan prosedur perlindungan 

yang sesuai dengan jenis-jenis 

gangguan yang ada 

(D) 

BAIK 3 Jenis gangguan-gangguan hutan yang 

berpotensi terjadi di areal konsesi PT NKL 

berdasarkan Dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 

2010 Periode 2010 – 2019, diantaranya: 

1) Perambahan/ okupasi lahan hutan oleh 

masyarakat setempat 

2) Penurunan potensi kayu akibat 

penebangan tanpa izin / illegal logging 

3) Kebakaran hutan 

4) Hama dan penyakit tanaman 

5) Gangguan terhadap flora, fauna, habitat, 

dan ekosistem 

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

memiliki prosedur yang mencakup seluruh 

gangguan hutan atau potensi gangguan hutan 

yang terjadi. Prosedur yang tersedia telah 

secara teknis menjelaskan metode 

pencegahan atau penanganan terhadap 

masing-masing gangguan. Selain itu, 

prosedur juga telah mengacu dan 

mengadopsi pada dasar-dasar hukum yang 

berlaku. 

2. 3.2.2 

Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

(D) 

BAIK 3 Jenis dan jumlah sarana prasarana 

perlindungan gangguan hutan harus dapat 

disesuaikan dengan jumlah SDM 

perlindungan hutan yang dimiliki. Ketetapan 

jumlah SDM perlindungan hutan IUPHHK-HTI 

berdasarkan Permen LHK No. 32 Tahun 2016 

pada areal seluas 34.787,18 hektar wajib 

memiliki minimal 2 (dua) regu inti dalkarhut 

dengan jumlah masing-masing anggota 

sebanyak 15 (lima belas) orang. Untuk itu, 

ketersediaan peralatan pribadi maupun 

peralatan regu disesuaikan untuk 2 regu. 

Berdasarkan daftar sarana prasarana 

dalkarhutla PT Nusantara Kalimantan Lestari 

per Bulan Oktober 2020, pemenuhan jumlah 

maupun jenis sarana prasarana telah 

memenuhi dan mencakup kebutuhan untuk 2 

regu. Hasil uji sampling peralatan damkarhut 

PT Nusantara Kalimantan Lestari pada 

gudang sarpras damkarhut (-2˚29’9”S - 

110˚37’38” E), tersedia beberapa sarpras 

seperti helm, radio HT, baju pemadam, 

pompa punggung, garu tajam, gepyok, dan 

sebagainya. Pengecekan jumlah dan jenis 
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sarpras telah dilakukan oleh Auditor sesuai 

daftar sarpras. Ketersediaan sarpras telah 

sesuai dan tercukupi sesuai dengan jumlah 

penyediaan minimal sarpras damkarhut pada 

PermenLHK P. 32/2016.   

3. 3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

(D) 

SEDANG 2 SDM perlindungan hutan dapat dikategorikan 

menjadi 2 bagian, yaitu personil security dan 

pemadam kebakaran. Selama periode 5 tahun 

terakhir, personil security PT NKL merupakan 

tenaga outsourcing yang bekerjasama 

dengan PT Security Group Indonesia (tahun 

2017 s.d 2019) dan PT Satria Elang 

Nusantara (tahun 2020). Berdasarkan 

updating daftar security per Oktober 2020, 

jumlah security PT NKL sejumlah 10 orang. 

Belum setiap personil security tersebut telah 

mempunyai sertifikat kompetensi/ pelatihan. 

Dalam penyediaan personil pemadam 

kebakaran, PT NKL telah memiliki Regu Inti 

Dalkarhutla sebanyak 2 regu dan Regu 

Pendukung Dalkarhutla sebanyak 1 regu. 

Personil dalkarhutla belum ada yang memiliki 

sertifikat kompetensi dan/atau pelatihan. 

Meskipun begitu, PT NKL pernah 

mengadakan in-house training dalkarhutla 

sebanyak 1 kali pada tanggal 22 Juli 2020.  

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

membentuk Regu Perbantuan (Masyarakat 

Peduli Api), yakni tahun 2017 dengan Desa 

Bangkal Serai dan Desa Tanah Hitam serta 

tahun 2020 dengan Desa Bangkal Serai.  

4. 3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

(D) 

SEDANG 2 Selama periode 5 (lima) tahun terakhir, PT 

Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melakukan kegiatan perlindungan hutan, baik 

melalui metode preemtif, preventif, maupun 

represif.  

Metode preemtif dilakukan melalui kegiatan 

sosialisasi kawasan lindung dan 

pembentukan Masyarakat Peduli Api. Metode 

preventif dilakukan melalui pengadaan SOP, 

sarana prasarana, pembuatan peta rawan 

kebakaran, pembentukan personil 

perlindungan hutan, dan melakukan deteksi 

dini terhadap bahaya kebakaran hutan 

dengan memanfaatkan data hotspot pada 

website dan Lapan. Metode represif 

dilakukan melalui pembuatan laporan bulanan 

penanggulangan kebakaran hutan ke instansi 

terkait dan secara online melalui website 
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Sipongi. 

Beberapa implementasi kegiatan 

perlindungan hutan telah dilakukan, namun 

dalam jangka waktu 5 tahun terakhir belum 

dilakukan secara periodik. Selain itu, masih 

terdapat gangguan-gangguan hutan berupa 

tambang emas ilegal, klaim lahan, dan 

kegiatan perburuan fauna mengindikasikan 

bahwa kegiatan perlindungan hutan belum 

secara optimal dilakukan.  

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (20/24) x 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.3 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.3.1 

Ketersediaan prosedur pengelolaan 

dan pemantauan dampak terhadap 

tanah & air 

(D) 

BAIK 3 Berdasarkan matriks identifikasi dampak 

potensial kegiatan IUPHHK-HT PT Nusantara 

Kalimantan Lestari yang terdapat dalam 

dokumen AMDAL (2018), dampak potensial 

terkait tanah dan air yang terjadi di areal PT 

NKL diantaranya : 

1. Perubahan kualitas udara 

2. Peningkatan kebisingan 

3. Peningkatan aliran air permukaan (run 
off) dan erosi tanah 

4. Penurunan kualitas air permukaan 

5. Perubahan parameter kelimpahan dan 

keanekaragaman jenis biota perairan 

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

memiliki prosedur/SOP terkait pengelolaan 

dan pemantauan terhadap dampak tanah dan 

air. Prosedur yang ada telah mencakup teknis 

pengelolaan dan pemantauan untuk 

mencegah dampak yang berpotensi terjadi.  

2. 3.3.2 

Sarana pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

SEDANG  2 Rencana kegiatan pengelolaan dan 

pemantauan terhadap dampak tanah dan air 

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

tertuang dalam dokumen RKL-RPL Tahun 

2018. Dalam menunjang pelaksanaan 

kegiatan tersebut, PT Nusantara Kalimantan 

Lestari telah menyediakan beberapa sarana 
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prasarana. Sarana prasarana tersebut terdiri 

dari sarana prasarana secara teknis sipil dan 

teknis vegetatif.  

Sarana prasarana yang tersedia diantaranya: 

1) Ombrometer; 2) Thermohygrometer; 3) 

Stik pengukur erosi; 4) Sediment trap; 5) 

Pengukuran sedimentasi dan kualitas air 6) 

Tempat sampah organik dan anorganik; dan 

sebagainya. Meskipun begitu, beberapa jenis 

sarana prasarana yang tersedia masih belum 

memiliki fungsi yang optimal, seperti 1) 

Terdapat TPA sampah yang sudah dibedakan 

berdasarkan jenisnya (organik-anorganik), 

namun lubang TPA anorganik telah meluap 

dan berserakan diluar lubang pembuangan. 

Sementara itu, pada lubang TPA jenis 

organik, lubang pembuangan sudah tidak 

fungsional karena lubang telah tertimbun 

tanah; 2) Telah ada bangunan TPS Limbah 

B3, namun bangunan TPS LB3 sudah rusak/ 

rapuh sehingga perlu dilakukan perbaikan. PT 

NKL juga belum memiliki izin TPS LB3; 3) 

Pada rumah mesin genset (-2˚29’10”S - 

110˚37’34” E), masih terdapat ceceran oli di 

lantai. 

3. 3.3.3 

SDM pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

BAIK  3 PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

memiliki struktur organisasi Health, Safety, 
and Environment yang berperan serta dalam 

kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan, 

termasuk pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air. Anggota 

tenaga kelola lingkungan tersebut diantaranya 

: 

Asisten HSE : 

1. Rudi Santoso 

2. Rikson Roberto 

Anggota : 

1. Gustiadi S. 

2. Fadhillah YA 

3. Jepri Langga 

4. Rizki M. Yusuf 

Dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air, PT Nusantara 

Kalimantan Lestari juga memiliki personil 

GANISPHPL-BINHUT yang turut membantu 

dalam kegiatan tersebut, diantaranya : 

1. Pardomoan S ., S.Hut (No. Reg. 00310-

08/BINHUT/XVII/2013 masa berlaku 7 
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Agustus 2017 s.d 7 Agustus 2020); dan 

2. Rudi Santoso (No. Reg. 00804-

08/BINHUT/XVII/2018 masa berlaku 19 

Juli 2018 s.d 19 Juli 2021) 

4. 3.3.4 

Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap tanah 

dan air (teknis sipil dan vegetatif) 

 

(D) 

SEDANG 2 Rencana pengelolaan dampak tanah dan air 

PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

tertuang dalam dokumen AMDAL-RKL Tahun 

2018. PT NKL telah melakukan beberapa 

jenis pengelolaan, diantaranya : 1) 

Pengelolaan terkait pencegahan penurunan 

kualitas udara (uji laboratorium kadar kualitas 

udara, penyediaan prosedur PWH, 

penggunaan masker anti debu, dan 

perawatan peralatan dan kendaraan secara 

berkala); 2) Pengelolaan terhadap 

peningkatan kebisingan (penggunaan 

kendaraan laik pakai, uji laboratorium 

kebisingan, pengurangan kecepatan logging 
truck saat melewati pemukiman penduduk); 

3) Penanaman pada lahan terbuka; 4) 

Pengukuran laju erosi; 5) Pembuatan 

saluran-saluran drainase; dan sebagainya. 

Dalam kegiatan pengelolaan Limbah 

Berbahaya dan Beracun (LB3), PT Nusantara 

Kalimantan Lestari telah menyediakan SOP 

Penanganan dan Pengelolaan Limbah B3 

(SOP No. 009-NKL-EHS-SOP Tanggal 1 

Desember 2016). Hasil observasi lapang 

pada gudang genset (-2˚29’10”S – 

110˚37’34” E) menunjukkan masih banyak 

terdapat ceceran BBM di lantai. Tempat 

pengisian BBM (fuel station) belum dibuatkan 

bangunan permanen dan lantai belum 

diperkeras dengan beton/ semen. PT 

Nusantara Kalimantan Lestari belum memiliki 

izin TPS LB3 maupun bekerjasama dengan 

pihak ketiga dalam pengelolaan LB3. 

Meskipun begitu, PT NKL telah melakukan 

upaya berupa permohonan petunjuk dan 

arahan izin TPS LB3 dan monitoring 

pengelolaan LB3 pada Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman, dan 

Lingkungan Hidup. 

5. 3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap tanah 

dan air 

(D) 

SEDANG 2 Rencana kegiatan pemantauan terhadap 

dampak tanah dan air PT Nusantara 

Kalimantan Lestari telah tertuang dalam 

dokumen AMDAL – RPL Tahun 2018. 

Kegiatan pemantauan yang direncanakan 

meliputi: 1) Uji laboratorium kualitas udara di 

laboratorium yang terakreditasi KAN; 2) Uji 



 
 

Halaman 35 dari 61 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

laboratorium terkait tingkat kebisingan; 3) 

Perhitungan debit run off (limpasan) dan 

pengukuran erosi menggunakan stik erosi; 4) 

Uji kualitas air permukaan; dan 5) Uji 

laboratorium keanekaragaman jenis biota 

perairan (plankton, benthos, nekton). 

Selama periode 5 tahun terakhir, PT 

Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melakukan beberapa kegiatan pemantauan. 

Namun, belum dilakukan secara periodik 

sesuai dengan frekuensi yang direncanakan. 

Sebagai contoh, PT NKL telah melakukan uji 

laboratorium terkait kondisi kualitas udara 

namun belum dilakukan pada tahun 2016, 

2017, dan 2018. Begitu pula dalam jenis-jenis 

pemantauan lain belum dilakukan secara 

periodik sesuai dengan tata waktu yang 

ditetapkan.  

6. 3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

SEDANG 2 Indikasi adanya dampak terhadap tanah dan 

air dapat dilihat melalui kegiatan pengelolaan 

yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

Berdasarkan hasil uji petik lapangan pada 

gudang genset (-2˚29’10”S - 110˚37’34” E) 

masih banyak terdapat ceceran BBM. Tempat 

pengisian BBM belum dibuatkan bangunan 

permanen dan lantai belum diperkeras 

dengan beton. PT NKL belum memiliki izin 

TPS LB3 maupun bekerjasama dengan pihak 

ketiga dalam pengelolaan LB3. Tempat 

Pembuangan Sampah Akhir (TPA sampah) 

telah dibedakan berdasarkan jenisnya, namun 

TPA sampah yang ada telah berserakan dan 

tidak sepenuhnya tertampung dalam lubang. 

Selain itu, pada TPA organik sudah tidak 

fungsional dikarenakan lubang telah 

tertimbun. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (28/36) x 100% = 77,78% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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1. 3.4.1 

Ketersediaan prosedur identifikasi 

flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik mengacu pada 

perundangan/peraturan yang berlaku 

(D) 

BAIK 3 PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

memiliki prosedur identifikasi flora fauna 

dilindungi. Prosedur tersebut tercakup dalam 

SOP Identifikasi Flora dan Fauna (No. 019-

NKL-EHS-SOP Tanggal 1 Juli 2018).  

Berdasarkan analisis SOP, teknis identifikasi 

telah merujuk dan mengadopsi pada 

peraturan terkait. Kegiatan identifikasi 

dilakukan minimal 1 kali tiap tahun di 

kawasan lindung dan kawasan produksi. 

Identifikasi flora dilakukan melalui metode 

kuadrat dengan mengidentifikasi jenis-jenis 

flora pada setiap strata tegakan (semai, 

pancang, tiang, pohon). Setelah itu, dilakukan 

inventarisasi melalui perhitungan kerapatan 

jenis, kerapatan relatif, dominansi jenis, 

dominansi relatif, frekuensi jenis, frekuensi 

relatif, dan INP. Teknis identifikasi fauna 

diklasifikasikan berdasarkan jenisnya 

(burung, mamalia dan reptilia). Prosedur 

telah menjelaskan sampai dengan 

penyampaian hasil identifikasi ke instansi 

terkait. 

2. 3.4.2 

Implementasi kegiatan identifikasi 

(D) 

SEDANG 2 Selama periode 5 tahun terakhir, terdapat 

beberapa jenis kegiatan identifikasi flora 

fauna dilindungi, diantaranya : 

1. Laporan Kegiatan Identifikasi Kawasan 

Bernilai Konservasi Tinggi (NKT) pada 

areal IUPHHK-HTI PT Nusantara 

Kalimantan Lestari (Tahun 2017). 

Kerjasama dengan ECOSITROP (Ecology 
and Conservation Center for Tropical 
Studies).  

2. Monitoring dan Evaluasi 

Keanekaragaman Hayati (Kehati) di 

Wilayah Hutan Tanaman Industri PT 

Nusantara Kalimantan Lestari (Tahun 

2020).  Kerjasama dengan ECOSITROP 

(Ecology and Conservation Center for 
Tropical Studies).  

3. Monitoring Terpadu Kawasan Bernilai 

Konservasi Tinggi (KBKT) dan Survei 

Populasi Orangutan PT Nusantara 

Kalimantan Lestari Tahun 2020. 

Kerjasama dengan ECOSITROP (Ecology 
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and Conservation Center for Tropical 
Studies). 

Berdasarkan SOP Identifikasi Flora dan Fauna 

No. 019-NKL-EHS-SOP Tanggal 1 Juli 2018, 

kegiatan identifikasi flora fauna minimal 

dilakukan 1 kali setiap tahun pada kawasan 

lindung dan kawasan produksi. Sementara 

itu, PT Nusantara Kalimantan Lestari belum 

setiap periodik melakukan kegiatan 

identifikasi flora fauna dilindungi setiap 

tahunnya selama periode 5 tahun terakhir.  

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (10/12) x 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.5. 

Pengelolaan Flora untuk : 

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 

NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.5.1 

Ketersediaan prosedur pengelolaan 

flora yang dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang berlaku 

(D) 

BAIK 3 Dalam kegiatan pengelolaan pada jenis-jenis 

flora dilindungi, PT Nusantara Kalimantan 

Lestari telah menyediakan 3 (tiga) jenis 

prosedur, diantaranya : 

1. SOP Pengelolaan Flora Dan Fauna 

Dilindungi (SOP No. 026-NKL-EHS-SOP 

Tanggal 1 November 2018 Rev. 1 

Tanggal 2 Januari 2020); 

2. SOP Pengelolaan Kawasan Lindung (SOP 

No. 023-NKL-EHS-SOP Tanggal 1 

Desember 2016); 

3. SOP Penilaian dan Pengelolaan NKT/HCV 

(SOP No. 011-NKL-EHS-SOP Tanggal 1 

Desember 2016); 

4. SOP Penetapan Kawasan Lindung (SOP 

No. 017-NKL-PLN-SOP Tanggal 1 

Desember 2016). 

Berdasarkan analisis SOP, teknis pengelolaan 

dalam SOP telah menjelaskan secara rinci 

mengenai prosedur pengelolaan yang akan 

dilakukan. Teknis pengelolaan mencakup 

identifikasi flora dilindungi, alokasi kawasan 

lindung sebagai kawasan pelestarian flora 

dilindungi, perlindungan hutan, sosialisasi 
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flora dilindungi, pengelolaan dan pemantauan 

HCV, dan sebagainya. SOP yang ada telah 

merujuk dan mengadopsi pada aturan atau 

dasar hukum yang berlaku. 

2. 3.5.2 

Implementasi kegiatan pengelolaan 

flora sesuai dengan yang 

direncanakan 

(D) 

SEDANG 2 Selama periode 5 tahun terakhir, PT 

Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melakukan beberapa kegiatan pengelolaan 

flora dilindungi, diantaranya alokasi kawasan 

lindung, penandaan batas kawasan lindung, 

patroli rutin untuk pencegahan perburuan 

flora dilindungi, sosialisasi terpadu, 

penanaman/pengayaan pada kawasan 

lindung, melakukan kegiatan-kegiatan 

pengelolaan pada HCV seperti monitoring 

kerapatan vegetasi, bekerjasama dengan 

pihak ketiga (ECOSITROP) dalam kegiatan 

inventarisasi potensi HCV, dan sebagainya. 

Meskipun begitu, beberapa aspek kegiatan 

pengelolaan tersebut belum dilakukan secara 

periodik sesuai dengan frekuensi yang 

direncanakan. 

3. 3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

(D) 

SEDANG 2 Berdasarkan hasil wawancara saat konsultasi 

publik dengan Kades Bangkal Serai (Bapak 

Susanto), dinyatakan bahwa masyarakat 

masih memanfaatkan kayu hutan sebagai 

kebutuhan pembangunan rumah.  

Gangguan terhadap flora (termasuk pada 

jenis dilindungi) juga dapat diketahui dari 

adanya kebakaran yang terjadi, terutama 

pada kawasan dilindungi. Berdasarkan data 

monitoring dan pengecekan hotspot 

lapangan, terdapat beberapa kali kejadian 

kebakaran hutan pada areal konservasi, 

seperti pada tanggal 25 September 2019 di 

KPPN; tanggal 19 September 2019 di areal 

HCV; tanggal 18 September 2019 di 

sempadan sungai; tanggal 15 September 

2019 di HCV; dan sebagainya. Meskipun 

begitu, PT NKL telah melakukan upaya 

pencegahan gangguan diatas, seperti 

melakukan patroli perlindungan hutan, 

pemasangan plang peringatan kebakaran 

hutan, monitoring hotspot, sosialisasi 

kawasan lindung, dan sebagainya.  

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14/18) x 100% = 77,78 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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1. 3.6.1 

Ketersediaan prosedur pengelolaan 

fauna yang dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, kegiatan, 

dan pemantauan) 

(D) 

BAIK 3 Kegiatan pengelolaan bagi fauna dilindungi di 

areal PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

diatur dalam beberapa prosedur yang 

berbentuk SOP, diantaranya : 

1. SOP Pengelolaan Flora dan Fauna 

Dilindungi (SOP No. 026-NKL-EHS-SOP 

Tanggal 1 November 2018 Rev. 1 

Tanggal 2 Januari 2020); 

2. SOP Penanganan Satwa Liar (SOP No. 

012-NKL-EHS-SOP Tanggal 1 Desember 

2016); 

3. SOP Pengelolaan Kawasan Lindung 

(SOP No. 023-NKL-EHS-SOP Tanggal 1 

Desember 2016); 

4. SOP Penilaian dan Pengelolaan NKT/ 

HCV (SOP No. 011-NKL-EHS-SOP 

Tanggal 1 Desember 2016); 

5. SOP Penetapan Kawasan Lindung (SOP 

No. 017-NKL-PLN-SOP Tanggal 1 

Desember 2016). 

Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi meliputi 

identifikasi fauna dilindungi, alokasi kawasan 

lindung sebagai kawasan perlindungan fauna 

lindung, perlindungan hutan, sosialisasi 

terpadu, pengelolaan dan pemantauan HCV, 

dan sebagainya. Teknis pengelolaan satwa 

dilindungi dalam prosedur-prosedur diatas 

telah dijelaskan secara lengkap dengan 

disertai rujukan-rujukan yang berlaku. 

2. 3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan fauna sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

SEDANG 2 PT Nusantara Kalimantan Lestari telah 

melakukan beberapa kegiatan pengelolaan 

fauna dilindungi, diantaranya alokasi kawasan 

lindung, penandaan batas kawasan lindung; 

sosialisasi kawasan lindung; memasang plang 

larangan perburuan satwa dilindungi; patroli 

perlindungan hutan; bekerjasama dengan 

Ecositrop dalam kegiatan monitoring HCV dan 

fauna dilindungi, dan sebagainya. Meskipun 

begitu, PT NKL belum melakukan kegiatan 

identifikasi secara berkala sesuai dengan 

frekuensi yang ditetapkan. PT NKL juga belum 

melakukan kegiatan penanaman pada 

kawasan lindung dengan jenis-jenis pakan 
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satwa dan/atau buah-buahan. 

3. 3.6.3 

Kondisi species fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik (D) 

SEDANG 2 Berdasarkan dokumen Monitoring dan 
Evaluasi Keanekaragaman Hayati (Kehati) di 
Wilayah Hutan Tanaman Industri PT Nusantara 
Kalimantan Lestari (Tahun 2020).  Terdapat 

beberapa jenis fauna dilindungi pada areal PT 

NKL, baik pada kategori mamalia, aves, reptil, 

amfibi, dan sebagainya. Hasil analisis 

menunjukkan keanekaragaman jenis burung 

(aves) memiliki nilai Indeks Keanekaragaman 

Tinggi yaitu H’ = 3,293 (Kategori tinggi). Nilai 

keanekaragaman jenis burung yang tinggi 

tersebut juga menyebabkan adanya pihak 

yang melakukan perburuan burung. Hal 

tersebut disampaikan oleh Kepala Desa 

Bangkal Serai (An. Bpk. Susanto). Selain 

perburuan burung, masyarakat masih 

melakukan kegiatan perburuan berupa rusa, 

biawak, dan babi.  Pernyataan yang sama juga 

disampaikan oleh Bapak Doni selaku anggota 

satpam PT NKL bahwa masih ditemui 

masyarakat yang masuk areal untuk berburu 

rusa, burung, dan babi. Meskipun begitu, PT 

NKL telah melakukan bentuk-bentuk upaya 

dalam mengatasi perburuan satwa, 

diantaranya melakukan patroli, monitoring 

HCV, pemasangan plang larangan perburuan, 

dan sosialisasi kawasan lindung. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (14/18) x 100% = 77,78 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.1. 

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan 

atau masyarakat setempat. 
NO NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.1. 

Ketersediaan 

dokumen/laporan 

mengenai pola penguasaan 

dan pemanfaatan SDA/SDH 

setempat, identifikasi hak-

hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat, dan 

SEDANG 2 PT NKL telah memiliki dokumen mengenai pola 

penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat 

serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat, berupa: 

Dokumen AMDAL, Revisi RKUPHHK-HTI PT Nusantara 

Kalimantan Lestari Periode tahun 2020 – 2029, 

RKTUPHHK-HT Tahun 2016 dan 2020, Rencana 

Operasional (RO) PMDH 2016 dan 2020, Laporan 

Pemetaan Sosial 2020, Pemetaan Potensi dan Resolusi 
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rencana pemanfaatan SDH 

oleh pemegang izin 

(D) 

Konflik 2017 – 2020, Review Indek Desa Membangun 

(IDM), Program CSR 2017 – 2020, Profil Desa, Peta 

sebaran desa tahun 2020, dan Laporan identifikasi dan 

dan Monitoring Pemanfataan HHBK 2019 dan 2020. 

Dokumen yang belum tersedia adalah: Laporan 

identifikasi dan dan Monitoring Pemanfataan HHBK 

2016 – 2018, dan Laporan Pemetaan Sosial tahun 

2016-2018. 

2. 4.1.2. 

Tersedia mekanisme 

pembuatan batas /rekon-

struksi batas kawasan 

secara partisipatif dan 

penyelesaian konflik batas 

kawasan 

(D) 

SEDANG 2 PT NKL telah memiliki, 018-NKL-SSL-SOP: 

Penyelesaian Konflik lahan, tanggal terbit 01 November 

2018, 001-NKL-SSL-SOP: Penanganan Klaim, 

Tuntutan, Bantuan dan Pembalakan Liar, tangga 01 

Desember 2016, dan 019-NKL-SSL-SOP: Pemetaan 

Partisipatif, tanggal berlaku 01 November 2018. 

Namun 018-NKL-SSL-SOP: Penyelesaian Konflik lahan, 

tanggal terbit 01 November 2018 Belum mengacu 

pada Perdirjen PHPL No. P.5/ PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 

2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan 

Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam 

Hutan Produksi 

Dokumen yang belu tersedia adalah dokumen batas 

partisipatif diantara desa di dalam areal kerja PT NKL.   

3. 4.1.3. 

Tersedia mekanisme 

pengakuan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat 

dan masyarakat setempat 

dalam perencanaan 

pemanfaatan SDH 

(D) 

BAIK 3 PNKL telah memiliki mekanisme pengakuan hak dasar 

masyarakat, meliputi: 

001-NKL-SSL-SOP: Penanganan Klaim, Tuntutan, 

Bantuan dan Pembalakan Liar, tgl 01 Desember 2016; 

012-NKL-SSL-SOP: Partisipasi Masyarakat Dengan 

Pola Kemitraan, tgl 01 November 2018; 014-NKL-SSL-

SOP: Kelola Sosial, tanggal 01 November 2018; 020-

NKL-SSL-SOP: Studi Dampak Sosial (Social Impact 

Assessment), tanggal 01 November 2018; 019-NKL-

SSL-SOP: Pemetaan Partisipatif, tanggal 01 November 

2018; 018-NKL-SSL-SOP: Penyelesaian Konflik lahan, 

tanggal 01 November 2018; 003-NKL-SSL-SOP 

:Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & 

Masyarakat Setempat, tangga l01 Desember 2016;017-

NKL-SSL-SOP: Pemanfaatan HHBK, tanggal 01 

November 2018; dan 004-NKL-SSL-SOP 

Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama 

Masyarkat (PTKBM), 01 Desember 2016 

4. 4.1.4. 

Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas 

antara kawasan/areal kerja 

unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan 

masyarakat 

SEDANG 2 PT NKL telah memiliki Peta RKUPHHK-HTI dan Peta 

RKTUPHHK-HTI skala 1 : 50.000; dan Peta Sebaran 

Desa di sekitar areal PT NKL masyarakat sekitar. 

Namun demikian belum tersedia Penataan batas 

Partisipatif kawasan UM dengan masyarakat dan Batas 

partisipatif dilapangan yang meisahkan secara tegas 

kawasan yang dikelola manajemen NKL dengan 
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(D) kawasan kehidupan masyarakat. 

Wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa 

masyarakat membenarkan adanya tanda batas areal 

kerja PT NKL, namun tidak seluruhnya batas tersebut 

diketahui masyarakat, serta masih terdapat lahan yang 

diklaim oleh masyarakat yang belum diselesaikan oleh 

PT NKL. 

5. 4.1.5. 

Terdapat persetujuan para 

pihak atas luas dan batas 

areal kerja IUPHHK/KPH 

(D) 

SEDANG 2 PT NKL telah memiliki BA Sosialisasi Terpadu kegiatan 

operasional UM 2017 -2020 dengan lokasi Desa Tanah 

Hitam, Desa Pantai Ketikal, Desa Bangkal Serai Dan 

Desa Air Hitam Hulu. 

Tersedia hanya satu surat dukungan dari Desa Bangkal 

Serai No. 140/345/BKL-S/XI/2020, tanggal 18 

November 2020 

Belum tersedia BA Sosialisasi Terpadu kegiatan 

operasional UM 216 dan Tidak tersedia 

Wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa 

sebagian mendukung dan menyetujui kegiatan 

operasional PT NKL, dan masih terdapat Klaim (belum 

mendukung) PT NKL. 

Pada areal PT NKL masih terdapat konflik klaim lahan 

oleh masyarkat sekitar dan terdapat upaya dari untuk 

menyelesaikan konflik tersebut melalui Kerjasama 

Kemitraan PHBM dan Pembayaran Tali Asih. Masih 

terdapat klaim yang belum diseleisaikan oleh PT NKL. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 22/30 x 100 % = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.2.  

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 
No. NOMOR, JUDUL 

& BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.2.1. 

Ketersedian 

dokumen yang 

menyangkut 

tanggung 

jawab sosial 

pemegang izin 

sesuai  dengan 

peraturan 

perun-dangan 

yang 

BAIK 3 PT NKL telah memiliki dokumen yang menyangkut 

tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai  dengan 

peraturan perundangan yang relevan/ berlaku, meliputi: SK 

IUPHHK-HTI, Revisi RKUPHHK-HTI PT Nusantara 

Kalimantan Lestari Periode tahun 2020 – 2029, RKTUPHHK-

HT Tahun 2016 dan 2020, Rencana Operasional (RO) 

PMDH 20169 dan 2020, Laporan PMDH/ Kelola Sosial, dan 

Kesepakatan kemitraan dengan masyarakat 
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relevan/berlaku 

(D) 

2. 4.2.2. 

Ketersediaan  

mekanisme 

pemenuhan 

kewajiban 

sosial 

pemegang izin 

terhadap 

masyarakat 

(D) 

BAIK 3 PT NKL telah memiliki Ketersediaan mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap 

masyarakat; SOP Kelola Sosial (CSR) No. 014-NKL-SSL-

SOP Rev.0 tanggal 1 November 2018; SOP Penetapan 

Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR No. 009-NKL-SSL-

SOP Rev.0 tanggal 1 Desember 2016; SOP Pelaksanaan 

Program No 010-NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 Desember 

2016; SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama 

Masyarakat No. 004-NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 

Desember 2016; SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola 

kemitraan No. 012-NKL-SSL-SOP Rev. 0 tanggal 1 

November 2018; SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola 

Kemitraan (HTR-PK) No. 015-NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 

1 November 2018; dan SOP Hasil Hutan Bukan Kayu 

(HHBK) No.017-NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 November 

2018 

 

3. 4.2.3. 

Kegiatan 

sosialisasi 

kepada 

masyarakat 

mengenai hak 

dan kewajiban 

pemegang izin 

terhadap 

masyarakat 

dalam 

mengelola SDH 

(D) 

SEDANG 2 PT NKL telah memiliki BA Sosialisasi Terpadu kegiatan 

operasional UM 2019, di Desa Tanah Hitam, Desa Pantai 

Ketikal, Desa Bangkal Serai Dan Desa Air Hitam Hulu, 

nsmun belum tersedia BA Sosialisasi Terpadu kegiatan 

operasional UM 2016, 2017, dan 2018. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat, 

diketahui bahwa masyarakat membenarkan telah dilakukan 

sosialisasi dari NKL tahun 2019. 

4. 4.2.4. 

Realisasi 

pemenuhan 

tanggung 

jawab sosial 

terhadap 

masyarakat 

/implementasi 

hak-hak dasar 

masyarakat 

hukum adat 

dan 

masyarakat 

setempat 

dalam 

pengelolaan 

SDH 

SEDANG 2 PT NKL memiliki bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab 

sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal 

berupa BA Serah Terima bantuan /sumbangan PT NKL 

kepada Masyarakat selama 5 tahun terakhir sebesar Rp 

111.684.000 (77,6%) dari rencana Rp 144.000.000 
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(D) 

5. 4.2.5. 

Ketersediaan 

laporan/dokum

en terkait 

pelaksanaan 

tanggung 

jawab sosial 

pemegang izin 

termasuk ganti 

rugi 

(D) 

SEDANG 2 Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia 

dan sesuai SOP Penetapan Program, Anggaran, dan 

Pelaporan CSR, Laporan Kelola Sosial/CSR dibuat secara 

periodik 6 (enam) bulan sekali, akan tetapi PT Nusantara 

Kalimantan Lestari belum membuat laporan secara periodik 

setiap 6 (enam) bulan sekali dan belum menyampaikan 

laporan kepada instansi yang berwenang (yang dilengkapi 

bukti tanda terima), namun demikian belum tersedia 

Data/Laporan  Monitoring CSR. 

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 24/30 x 100 % = 80,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.3.  

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.3.1. 

Ketersediaan data dan 

informasi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh 

oleh aktivitas 

pengelolaan SDH 

(D) 

SEDANG 2 PT NKL memiliki data dan informasi masyarakat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh dengan sumberdaya 

hutan, dalam bentuk: Revisi RKUPHHK PT Nusantara 

Kalimantan LestariPeriode Tahun 2020-2029; Data Klaim 

Lahan di areal PT Nusantara Kalimantan Lestari oleh 

masyarakat sekitar; Peta Penyelesaian Areal Claim PT 

Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 2018, 2019, dan 

2020; Daftar Tenaga Kerja PT  Nusantara Kalimantan 

Lestari Tahun 2020; Peta  Sebaran Desa & Batas 

Administrasi Desa PT Nusantara Kalimantan Lestari 

Tahun 2020  Skala 1 : 150.000; Data penerima kegiatan 

kelola sosial/PMDH berdasarkan bukti Berita Acara Serah 

Terima Bantuan CSR Tahun 2017 – 2020; Laporan 

Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (HCV) PT Nusantara 

Kalimantan Lestari Tahun 2020; Laporan Pemetaan 

Konflik PT Nusantara Kalimantan LestariTahun 2016 -

2020; Studi Pemetaan Sosial (Social Mapping) Pada 

Wilayah Hutan Tanaman Industri PT Nusantara 

Kalimantan Lestari Kabupaten Kutai Timur Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2020 

PT NKL belum memiliki data dan informasi terkait 

pemanfaatan HHBK yang digunakan Warga Masyarakat 

tahun 2016 s/d 2018. 

2. 4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 
BAIK 3 PT NKL telah memiliki ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 
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peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat 

setempat 

(D) 

masyarakat, dalam bentuk: SOP Kelola Sosial (CSR) No. 

014-NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 November 2018; SOP 

Penetapan Program, Anggaran, dan Pelaporan CSR No. 

009-NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 Desember 2016; SOP 

Pelaksanaan Program No 010-NKL-SSL-SOP Rev.0 

tanggal 1 Desember 2016; SOP Hasil Hutan Bukan Kayu 

(HHBK) No. 017-NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 

November 2018; SOP Sosialisasi Terpadu No. 015-NKL-

SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 November 2018; SOP Hutan 

Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR-PK) No. 015-NKL-

SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 November 2018; SOP 

Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan No. 012-

NKL-SSL-SOP Rev. 0 tanggal 1 November 2018; SOP 

Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat 

No. 004-NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 Desember 2016; 

dan SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No. 005-

NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 Desember 2016 

3. 4.3.3. 

Keberadaan dokumen 

rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat 

(CD) 

SEDANG  2 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai 

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat, dalam bentuk: RKU Periode 2020-2029; RKT 

2016 – 2020; Project Plan Community Development 

2017-2020; dan Kesepakatan-kesepakatan dengan 

masyarakat terkait kegiatan Kelola sosial. 

Berdsarkan wawancara dengan masyarakat dan pekerja, 

mereka mengakui bahwa kegiatan CSR telah dijalankan 

oleh PT NKL di Desa Pantai Ketikal dan Desa Bangkal 

Serai. 

Namun perencanaan belum sepenuhnya meliibatkan 

masyrakat melalui rembug desa/ FGD agar tepat sasaran 

dan sesuai kebutuhan. Hal ini juga terungkap pada saaat 

konsultasi publik di Ketapang. 

4. 4.3.4. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat 

dan atau masyarakat 

setempat oleh 

pemegang izin yang 

tepat sasaran 

(D) 

SEDANG 2 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat, meliputi: 

▪ Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Nusantara 

Kalimantan Lestari Tahun 2020 sebanyak 98 orang 

dari 137 orang karyawan atau sekitar 71,53% 

▪ Tenaga kerja lokal dari kontraktor 47 orang dari 387 

pekerja kontraktor atau 12,14%;  

▪ Realisasi CSR tahun 2016 – 2020 sebesar 62,41%; 

Realisasi  

▪ Tanaman Kehidupan PT Nusantara Kalimantan 

Lestari seluas 336,1 Ha dari Rencana 3.408,53 Ha 

atau sebesar 9,86% 

Rata-rata distribusi manfaat tahun 2016 – 2020 sebesar 

(71,53 % + 62,40% + 9,80% + 44,2% + 12,14)/4 = 42,83 

% (<50%) 
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5. 4.3.5. 

Keberadaan 

dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan 

distribusi manfaat 

kepada para pihak 

(D) 

SEDANG 2 PT NKL telah memiliki dokumen/Laporan Laporan 

Pelaksanaan distribusi manfaat tahun 2017 – 2020 dan 

Bagi hasil kerjasama kemitraan dengan masyarakat, 

namun belum memiliki Laporan Pelaksanaan distribusi 

manfaat tahun 2016 

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (22/30) x 100% = 73,33 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.4.   

Keberadaan mekanisme resolusi konflik  
No. NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.4.1. 

Tersedianya mekanisme 

resolusi konflik 

(D) 

SEDANG 2 PT NKL telah memiliki mekanisme resolusi konflik yaitu: 

001-NKL-SSL-SOP: Penanganan Klaim, Tuntutan, 

Bantuan dan Pembalakan Liar, tanggal terbit 01 

Desember 2016, dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan 

No. 018-NKL-SSL-SOP Rev.0 tanggal 1 November 2018. 

Namun demikian SOP Resolusi Konflik belum mengacu 

pada Perdirjen PHPL P.5/2016 

2. 4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

(D) 

SEDANG 2 PT NKL telah melakukan pemetaan dan resolusi 

terhadap konflik lahan/perladangan namun belum 

seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. 

P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016.  

Hasil monitoring sebaran klaim lahan pada akhir tahun 

2016-2020, masih terdapat klaim lahan  sebesar 5.774,9 

3. 4.4.3. 

Adanya kelembagaan 

resolusi konflik yang 

didukung oleh para pihak 

(D) 

SEDANG 2 PT NKL memiliki Struktur organisasi kelembagaan 

resolusi konflik berdasarkan SK Direksi PT Nusantara Kalimantan Lestari No: 01/DIR/NKL/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Kelembagaan Penyelesaian Konflik, namun SDM pengelola konflik belum dilatih tentang Resolusi Konflik berdaarkan P.5/2016 

PT NKL memiliki ketersediaan anggaran untuk tali asih 

dalam penyelesaian konflik.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, 

membenarkan bahwa perusahaan dapat menyelesaikan 

konflik dengan tali asih atau kemitraan, namun belum 

seluruh kliam lahan dapat diselesaikan oleh perusahaan. 

4. 4.4.4. 

Ketersediaan dokumen 

proses penyelesaian konflik 

yang pernah terjadi 

(D) 

SEDANG 2 Laporan resolusi konflik tersedia secara utuh dalam 

dokumen tersendiri namun belum dilaporkan secara 

periodik setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan 

Kementerian Kehutanan. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 16/24 x 100 % = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 
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Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 
No. NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.5.1. 

Adanya hubungan 

industrial 

(D) 

BAIK 3 PT NKL telah melaksanakan hubungan industrial, 

sebagai berikut: 

▪ Menggunakan PP berdasarkan SK Bupati 

Ketapang No.155/2019 tentang Pengesaha 

Peratiran Perusahan PT NKL berlaku 29 Juli 

2019 – 29 Juli 2021 

▪ Kebijakan Berserikat berdasarkanSurat 

Keputusan Direksi PT Nusantara Kalimantan 

Lestari, Nomor: 01/HR/NKL/IV/2019 tanggal 25 

April 2019 tentang Kebijakan Berserikat dan 

Pembentukan Serikat Pekerja. 

▪ Upah Minimum Kabupaten  sesuai 

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 

1377/Disnakertrans/2019, tanggal 21 November 

2019, Tentang Penetapan Upah Minimum 

Kabupaten Ketapang 2020, sebesar Rp 

2.860.323.   

▪ Perjanjian Kerja PKWT yang diperiksa 

No.175/SPK-WTT/HRD-P/VIII/2020, Tanggal 1 

Agustus 2020 antra PT NKL dengan Sdr. YI 

(mandor LC) dengan gaji pokok Rp 

2.860.323/bulan. 

2. 4.5.2. 

Adanya rencana dan 

realisasi pengembangan 

kompetensi tenaga kerja 

(D) 

SEDANG 2 PT NKL memiliki mekanisme pengemabngan 

komptensi tenaga kerja yaitu: 025-NKL-HRD-SOP: 

Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja, tanggal 

terbit 01 Desember 2016, dan Peraturan Perusahaan 

PT Nusantara Kalimantan Lestari Periode Tahun 

2019-2021 Bab IX Pasal 42 tentang Pendidikan & 

Pelatihan Kerja   

Tersedia rencana dan realisasi pengembangan 

kompetensi tenaga kerjatahun 2016-2020 sebesar 

96,19% 

3. 4.5.3. 

Dokumen standar jenjang 

karir dan 

implementasinya 

(D) 

 

BAIK 3 PT NKL memiliki dokumen standar jenjang karir dan 

implementasinya, yaitu: Struktur Organisasi UM dan 

Job Desription. 

Peraturan Perusahaan Bab II Pasal 10 tentang 

Promosi dan prosedur terkait jenjang karir. 

020-NKL-HRD-SOP: Manajemen Kinerja /Penilaian 

Akhir Tahun/ Performance Appraisal, tanggal berlaku 

1 Desember 2016 

Tersedia Performance appraisal, dengan bukti 

dokumen yang diperiksa adalah Penilaian kinerja 

Karyawan, a/n Rizki M Yusuf /Mandor EHS/10063151 

tanggal 2 Agustus 2020, Nilai Inti tediri dri Kerjasama 

Tim, Rasa Memiliki, SDM, Integritas, Pelanggan, 

Perbakan Terus Menerus 
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4. 4.5.4. 

Adanya dokumen 

tunjangan kesejahteraan 

karyawan dan 

implementasinya. 

(D) 

SEDANG 2 PT NKL telah memiliki dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan implementasinya, 

dengan dibuktikan:  

▪ PP PT NKL Bab VIII Jaminan Sosial dan 

Kesehateraan Karyawan   

▪ Pembayaran BPJS Kesehatan dan 

Ketenagakerjaan 

Untuk menjamin kesehatan pekerja, PT NKL telah 

menyediakan Klinik kesehatan untuk melayani 

kesehatan karyawan tetap, PKWT dan karyawan 

kontraktor, dan dilengkapi dengan mobil ambulance, 

rawat inap sementara, pengobatan, tenaga medis 

(dokter, bidang dan perawat). Pemeriksaaan rutin 

(MCU) penyuluhan dan Rapid test untuk Covd19 

meskipun terbatas untuk pengendalian internal 

Namun demikian PT NKL belum dapat menyajika data 

dan inofrmasi terkait tunjungan BPJS Kesehatan dari 

pekerja Kontraktor. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator 20/24 x 100 % = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
PRINSIP 1. 

Kepastian areal IUPHHK-HT 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 1.1.1.a Dokumen 

legal terkait 

perizinan 

usaha (SK 

IUPHHK) 

M  Tersedia SK. IUPHHK-HT PT NKL, yaitu SK. Menhut No. 

SK.390/Menhut-II/2006  tanggal 12 Juli 2006 tentang Pemberian Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman kepada PT 

Garuda Kalimantan Lestari atas Areal Hutan Produksi seluas ± 39.570 

Hektar di Provinsi Kalimantan Barat dan terdapat lampiran peta SK 

IUPHHK-HT dengan skala 1 : 50.000. 

 Terdapat SK Kepala BKPM No. 2/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 20 

Februari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan 

No. SK.390/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT 

Garuda Kalimantan Lestari Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 39.570 

Hektar di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan 

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  atas nama 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-

HT/PMDN/2015 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Garuda 

Kalimantan Lestari seluas 34.747,18 Hektar di Kabupaten Ketapang 

Provinsi Kalimantan Barat. 
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 Berdasarkan hasil pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit oleh 

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan 

nomor surat : S.392/IPSDH/PSDH/PLA.1/8/2018 tanggal 10 Agustus 

2018, dapat diketahui informasi tentang status kawasan hutan di areal 

IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari pada saat periode audit 

sebagai berikut : 

a) Hutan Produksi (HP) seluas 33.882,83 Hektar ; 

b) Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 904,35 Hektar. 

 Terdapat dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi PT 

Nusantara Kalimantan Lestari sebagai berikut : 

a) Akta Pendirian PT Garuda Kalimantan Lestari Nomor : 20 tanggal 7 

Oktober 1997 oleh Notaris Linda Herawati S.H di Jakarta. 

Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-

24.153 HT.01.01 Th.98 Tanggal 10 November 1998; 

b) Akta Notaris Linda Herawati, SH Nomor 77 tanggal 24 Februari 

2016 yang mengubah nama perseroan dari PT Garuda Kalimantan 

Lestari menjadi PT Nusantara Kalimantan Lestari. 

c) Akta Perubahan No. 38 tanggal 25 Agustus 2016, oleh Notaris 

Linda Herawati S.H di Jakarta; 

d) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham 

Luar Biasa Sirkuler Perseroan Terbatas PT NKL No. 12 tanggal 9 

Oktober 2017, oleh Notaris Melania Miensye Hambali, S.H di Kota 

Balikpapan ; 

e) Akta Perubahan Terakhir No. 20 tanggal 21 Juli 2020, oleh Notaris 

Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.KN di Kota Tangerang. 

Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor : AHU-0050616.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 

23 Juli 2020, dengan daftar Perseroan No. AHU-

01196.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 23 Juli 2020. 

f) NPWP PT Nusantara Kalimantan Lestari No. 01.846.901.5-

701.000. 

g) Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Nusantara Kalimantan 

Lestari dengan No. 8120105961947 yang diterbitkan oleh 

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan 

Penyelenggara OSS. Dokumen diterbitkan tgl. 14 September 

2018.  

2. 1.1.1.b Bukti 

pemenuhan 

kewajiban 

Iuran Izin 

Usaha 

Pemanfaatan 

Hasil Hutan 

Kayu 

(IIUPHHK). 

Tidak berlaku 

untuk 

Pemegang 

M  Tersedia dokumen Surat perintah Pembayaran (SPP IIUPHHK-HT) 

Atas Nama PT Garuda Nusantara Lestari pada areal seluas ± 39.570 

Ha di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen SPP IIUPHHK-HT 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : 

S.654/VI-BIKPHH/2006 tanggal 14 Agustus 2006. 

 Terdapat bukti setor IIUPHHK atas nama PT Garuda Kalimantan 

Lestari sebesar Rp.102.882.000,- via Bank Mandiri Jakarta tertanggal 

31 Agustus 2006 ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH no 

rekening 102-0004203870 Bank Mandiri Jakarta. 
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Hak 

Pengelolaan 

3. 1.1.1.c Penggunaan 

kawasan yang 

sah di luar 

kegiatan 

IUPHHK (jika 

ada) 

NA Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari 

periode 2020-2029, RKTUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari 

Tahun 2020, serta hasil wawancara dengan Bpk. Pardomoan S., S.Hut 

selaku Askep License,  diverifikasi  tidak terdapat penggunaan kawasan 

yang sah lainnya di dalam areal kerja PT Nusantara Kalimantan Lestari. 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
PRINSIP 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

NO. 
VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 
Kode Judul 

1. 2.1.1.a Dokumen 

RKUPHHK/RPK

H, RKT/ Bagan 

Kerja/RTT 

beserta 

lampirannya 

yang telah 

disahkan oleh 

pejabat yang 

berwenang, 

meliputi: 

1. Dokumen 

RKUPHHK/RPK

H & 

lampirannya 

yang 

disusun 

berdasarkan 

IHMB/risalah 

hutan dan 

dilaksanakan 

oleh Ganis 

PHPL Timber 
Cruising 

dan/atau 

Canhut 

2. Dokumen 

RKT/RTT yang 

disusun 

berdasarkan 

RKU/RPKH  

dan disahkan 

oleh pejabat 

M - Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT 

Periode 2010-2019 atas nama PT Garuda Kalimantan Lestari sesuai 

SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.83/VI-BPHT/2010 tanggal 12 

Agustus 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun periode 2010-2019 atas nama PT Garuda Kalimantan 

Lestari di Provinsi Kalimantan Barat dan terdapat lampiran Peta 

RKUPHHK-HT periode 2010 - 2019 Skala 1 : 50.000. 

- Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu Revisi RKUPHHK-HT 

Periode 2010-2019 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari 

sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

SK.5287/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 

tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) 

tahun periode 2010-2019 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari 

di Provinsi Kalimantan Barat dan terdapat lampiran Peta Revisi 

RKUPHHK-HT periode 2010 - 2019 Skala 1 : 50.000. 

- Terdapat dokumen rencana jangka panjang periode ke-2 yaitu 

RKUPHHK-HT Periode 2020-2029 atas nama PT Nusantara 

Kalimantan Lestari sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor : SK.9366/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 

tanggal 5 November 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-

HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2020 – 

2029 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari di Provinsi 

Kalimantan Barat dan terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 

2020 - 2029 Skala 1 : 50.000. 

- Terdapat dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI An. PT Nusantara 

Kalimantan Lestari Tahun 2018/2019, yang telah mendapat 

persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat 

(Untad Dharmawan / NIP. 19621011 198909 1 001) sesuai dengan 

SK Nomor : 184/Kpts-II/PKH/2019 tanggal 18 September 2019 dan 

berlaku sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan 31 
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yang 

berwenang 

atau yang 

disahkan 

secara self 
approval 

3. Peta 

rencana 

penataan areal 

kerja yang 

dibuat oleh 

Ganis PHPL 

Canhut 

Desember 2019 dan dilampiri Revisi Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 

2018/2019 skala 1 : 50.000. 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI An. PT Nusantara Kalimantan 

Lestari Tahun 2020, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Untad Dharmawan / NIP. 

19621011 198909 1 001) sesuai dengan SK Nomor : 23/Kpts-

II/PKH/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan berlaku terhitung sejak 

tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan 

dilampiri Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 skala 1 : 50.000. 

- PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki tenaga teknis GANISPHPL-

Canhut atas nama : 

a) Fauzi Iskandar dengan Register No. 00275-

08/CANHUT/XVII/2020 sesuai SK Kepala BPHP Wilayah VIII 

Pontianak No. SK.37/BPHP.VIII/PPPHP/3/2020 tanggal 02 Maret 

dan berlaku sampai dengan tanggal 02 Maret 2023. 

b) Edyah Zaid dengan Register No. 00277-08/CANHUT/XVII/2020 

sesuai SK Kepala BPHP Wilayah VIII Pontianak No. 

SK.37/BPHP.VIII/PPPHP/3/2020 tanggal 02 Maret dan berlaku 

sampai dengan tanggal 02 Maret 2023. 

 

2. 2.1.1.b Peta areal 

yang tidak 

boleh ditebang 

pada 

RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan 

bukti 

implementasin

ya di lapangan 

M 
 Tersedia SK Direksi PT Nusantara Kalimantan Lestari No. 

SK.01/DIR/NKL/I/2020 Tanggal 1 Januari 2020 tentang Penetapan 

Kawasan Lindung PT Nusantara Kalimantan Lestari dengan Luas 

9.495,82 Ha. 

 Pada periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Nusantara Kalimantan 

Lestari memiliki Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 yang memuat areal 

yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung). Areal tersebut 

tergambar dengan jelas pada peta seperti Sempadan Sungai, Buffer 

Zone Cagar Alam, Cagar Budaya, KPPN dan Kawasan Gambut. 

 Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan baik 

berupa plang, patok di areal-areal yang tidak boleh ditebang dan 

keberadaannya sesuai dengan peta. 

3. 2.1.1.c Penandaan 

lokasi blok 

tebangan/ blok 

RKT/petak RTT 

yang jelas di 

peta dan 

terbukti di 

lapangan 

M Pada Peta RKTUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 

2018/2019 dengan Skala 1 : 50.000 dan Peta RKTUPHHK-HTI PT 

Nusantara Kalimantan Lestari Tahun 2020 dengan Skala 1 : 50.000 telah 

didapatkan penandaan petak-petak tebangan/ pemanenan dimana petak-

petak tersebut diarsir dengan jelas dan dapat diketahui. 

Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi 

Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 dan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 

2020 berupa plang nama dan PAL balok kayu cat warna kuning tulisan 

warna hitam pada batas luar kompartemen. 

4. 2.2.1.a Dokumen 

Rencana Kerja 

Usaha 

Pemanfaatan 

Hasil Hutan 

Kayu 

RKUPHHK) 

M - Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT 

Periode 2010-2019 atas nama PT Garuda Kalimantan Lestari sesuai 

SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.83/VI-BPHT/2010 tanggal 12 

Agustus 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun periode 2010-2019 atas nama PT Garuda Kalimantan 

Lestari di Provinsi Kalimantan Barat dan terdapat lampiran Peta 
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(bisa dalam 

proses) 

dengan 

lampiran-

lampirannya 

 

RKUPHHK-HT periode 2010 - 2019 Skala 1 : 50.000. 

- Terdapat dokumen rencana jangka panjang yaitu Revisi RKUPHHK-HT 

Periode 2010-2019 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari 

sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

SK.5287/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 2019 

tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) 

tahun periode 2010-2019 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari 

di Provinsi Kalimantan Barat dan terdapat lampiran Peta Revisi 

RKUPHHK-HT periode 2010 - 2019 Skala 1 : 50.000. 

- Terdapat dokumen rencana jangka panjang periode ke-2 yaitu 

RKUPHHK-HT Periode 2020-2029 atas nama PT Nusantara 

Kalimantan Lestari sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor : SK.9366/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2019 

tanggal 5 November 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-

HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2020 – 

2029 atas nama PT Nusantara Kalimantan Lestari di Provinsi 

Kalimantan Barat dan terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HT periode 

2020 - 2029 Skala 1 : 50.000. 

5. 2.2.1.b Kesesuaian 

lokasi dan 

volume 

pemanfaatan 

kayu hutan 

alam pada 

areal 

penyiapan 

lahan yang 

diizinkan untuk 

pembangunan 

hutan tanaman 

industri. 

M Berdasarkan dokumen Revisi RKT Tahun 2018/2019 dan RKT Tahun 2020, 

diverifikasi PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki potensi kayu alam 

yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penyiapan lahan untuk 

pembangunan HTI, dengan rincian sbb : 

Tahun RKT 

Rencana Realisasi Prosentase 

Luas (Ha) 
Volume 

(M3) 

Luas 

(Ha) 

Volume 

(M3) 

Luas 

(Ha) 

Volume 

(M3) 

2018/2019 8,325.40 7,630.79 87.70 1,277.19 1.05 16.74 

2020 834.40 6,356.04 - - - - 

 

Hasil pengecekkan di lapangan terhadap lokasi pemanfaatan kayu alam 

pada RKT 2018/2019 yaitu berada di Petak/ kompartemen : 

1. Kompartemen I164 berada pada koordinat S 20 27’ 26” E 1100 45’ 7” ; 

2. Kompartemen I177 berada pada koordinat S 20 27’ 26” E 1100 44’ 47” ; 

3. Kompartemen I176 berada pada koordinat S 20 27’ 26” E 1100 44’ 46”. 

Sedangkan pada RKT Tahun 2020 belum terdapat realisasi pemanfaatan 

kayu alam atas penyiapan lahan untuk pembangunan HTI dan hasil 

pemeriksaan di lapangan dijumpai pada kompartemen I.161 dengan 

koordinat S 20 27’ 26” E 1100 44’ 42” dengan kondisi masih berhutan. 
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1. 3.1.1.a Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

M  Pada periode audit (November 2019 s.d Oktober 2020) 

PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki 1 (satu) orang 

GANISPHPL PKB-R yaitu atas nama Asril dengan No. 

Register 00276-08/PKB-R/XVII/2020 berdasarkan SK 

BPHP Wilayah VIII Pontianak No. SK.37/BPHP-

VIII/PPPHP/3/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang 

Penetapan Nomor Register dan Penerbitan Kartu Tenaga 

Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan berlaku 

s/d tanggal 02 Maret 2023. 

 PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menetapkan 

petugas pembuat LHP atas nama Asril dengan No. 

Register 00276-08/PKB-R/XVII/2020 sesuai SK Direktur 

PT NKL No. 02/SK-PUHH/PLHP/NKL/IV/2020 tanggal 20 

April 2020. 

 Pada periode audit (November 2019 s.d Oktober 2020), 

PT NKL belum terdapat kegiatan pemanenan baik pada 

kayu alam dan kayu tanaman pada Revisi RKT Tahun 

2018/2019 dan RKT Tahun 2020, sehingga tidak terdapat 

penerbitan dokumen LHP. Adapun penerbitan LHP 

terakhir yaitu pada bulan September 2019 sebanyak 1 set 

dokumen LHP pada RKT Tahun 2018/2019 dengan total 

produksi sebanyak 3.303 batang dan volume sebesar 

1.239,31 m3. 

 Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Krishnanda Dwi 

Mayu selaku PIC VLK, diperoleh informasi bahwa tidak 

adanya produksi/ pemanenan kayu alam pada RKT Tahun 

2020 dikarenakan belum terselesaikannya pembebasan 

lahan seluas 834,40 Hektar yang saat ini di klaim oleh 

masyarakat Desa Pantai Ketikal. 

 Terdapat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) periode 

bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 yang dibuat oleh 

petugas TUK PT Nusantara Kalimantan Lestari, dan stok 

kayu bulat di TPK Hutan dan TPK Antara per tanggal 31 

Oktober 2020 yaitu NIHIL. 

 Uji petik pengukuran kayu tidak dapat dilakukan 

dikarenakan tidak terdapat stock kayu baik di TPK Hutan 

maupun di TPK Antara. 

2. 3.1.2 Surat keterangan sahnya 

hasil hutan dan lampirannya 

dari : 

- TPK hutan ke TPK 

Antara, 

- TPK hutan ke industri 

primer dan/atau 

penampung kayu 

M PT Nusantara Kalimantan Lestari telah menetapkan Lokasi 

TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK Direktur PT NKL. 

Dan telah menetapkan Ganis PHPL PKB-R sebagai penerbit 

dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Asril dengan No. 

Register 00276-08/PKB-R/XVII/2020 sesuai SK Direktur PT 

NKL No. 01/SK-PUHH/P2SKSHH KB/NKL/IV/2020 tanggal 20 

April 2020. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada website SIPUHH Online, 

pada periode audit (November 2019 s/d Oktober 2020), 
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terdaftar, 

- TPK Antara ke industri 

primer hasil hutan 

dan/atau penampung 

kayu terdaftar. 

belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK melalui 

SIPUHH baik dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara Bangkal 

Serai (Logpond) maupun dari TPK Antara Bangkal Serai 

(Logpond) menuju ke Industri. Adapun seluruh stock kayu 

bulat (panen kayu alam) atas LHP pada RKT Tahun 

2018/2019 telah digunakan sendiri dan telah tertuang dalam 

Berita Acara DKDS dan dokumen LMKB periode bulan 

September 2020. 

3. 3.1.3.a Tanda-tanda PUHH/barcode 

pada kayu bulat dari 

pemegang IUPHHK-HA  bisa 

dilacak balak 

NA PT Nusantara Kalimantan Lestari merupakan Pemegang Izin 

Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini 

bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan 

demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Nusantara 

Kalimantan Lestari. 

4. 3.1.3.b Identitas kayu diterapkan 

secara konsisten oleh 

pemegang izin. 

NA PT Nusantara Kalimantan Lestari merupakan Pemegang Izin 

Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini 

bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan 

demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Nusantara 

Kalimantan Lestari. 

5. 3.1.4 Arsip SKSKB dan dilampiri 

Daftar Hasil Hutan (DHH) 

untuk hutan alam, dan arsip 

FAKB dan lampirannya untuk 

hutan tanaman 

M Selama periode audit (November 2019 s/d Oktober 2020), PT 

Nusantara Kalimantan Lestari belum melakukan penerbitan 

dokumen SKSHHK melalui SIPUHH baik dari TPK Hutan 

menuju ke TPK Antara Bangkal Serai (Logpond) maupun dari 

TPK Antara Bangkal Serai (Logpond) menuju ke Industri. 

Adapun seluruh stock kayu bulat (panen kayu alam) atas LHP 

pada RKT Tahun 2018/2019 telah digunakan sendiri dan telah 

tertuang dalam Berita Acara DKDS dan dokumen LMKB, 

sehingga belum terdapat arsip dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan oleh pemegang IUPHHK-HT PT Nusantara 

Kalimantan Lestari. Namun demikian PT Nusantara 

Kalimantan Lestari dinilai telah memiliki kompetensi dan 

personil (SDM), sarana dan prasarana penunjang dalam 

penerbitan dan pengarsipan dokumen SKSHHK. 

6. 3.2.1.a Dokumen SPP (Surat 

Perintah Pembayaran) DR 

dan/atau PSDH telah 

diterbitkan 

M Pada periode audit (November 2019 s.d Oktober 2020) PT 

Nusantara Kalimantan Lestari tidak menerbitkan LHP pada 

RKT Tahun 2018/2019 dan RKT Tahun 2020, sehingga tidak 

terdapat penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH yang 

diterbitkan melalui SIPNBP. Adapun penerbitan terakhir SPP 

DR dan PSDH yaitu pada bulan September 2019 pada RKT 

Tahun 2018/2019, dengan total DR PSDH sebagai berikut : 

1. Total SPP DR   : USD 9.629,05; 

2. Total SPP PSDH : Rp. 47.243.140,- 

7. 3.2.1.b Bukti setor DR dan/ atau 

PSDH 

M Pada periode audit (November 2019 s.d Oktober 2020) PT 

Nusantara Kalimantan Lestari tidak menerbitkan LHP pada 

RKT Tahun 2018/2019 dan RKT Tahun 2020, sehingga tidak 

terdapat penerbitan dokumen SPP DR PSDH yang diterbitkan 

melalui SIPNBP dan bukti setor melalui bank dan/ atau Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP. Adapun bukti 
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setor dan/ atau BPN melalui SIPNBP DR dan PSDH terakhir 

yaitu pada bulan September 2019 pada RKT Tahun 

2018/2019, dengan total pembayaran DR PSDH sebagai 

berikut : 

- Total Pembayaran DR : USD 9.629,05; 

- Total Pembayaran PSDH : Rp. 47.243.140,- 

8. 3.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan 

PSDH atas hutan alam 

(termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan 

tanaman) dan kesesuaian 

tarif PSDH untuk kayu hutan 

tanaman 

M Tarif DR dan PSDH atas LHP bulan September 2019 (pada 

RKT Tahun 2018/2019) yang telah dibayarkan oleh PT 

Nusantara Kalimantan Lestari telah sesuai dengan 

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan 

yang berlaku di Pulau Kalimantan. 

9. 3.3.1 Dokumen PKAPT NA Unit Manajemen PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak wajib 

membuat dan/ atau memiliki dokumen PKAPT berdasarkan 

Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang 

pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan 

Kayu Antarpulau. 

10. 3.3.2 Dokumen yang menunjukkan 

identitas kapal 

NA Pada Periode audit (November 2019 s.d. Oktober 2020) PT 

Nusantara Kalimantan Lestari belum melakukan penjualan 

kayu keluar pulau menggunakan kapal penarik (tug boat) dan/ 

atau tongkang, sehingga untuk dokumen identitas kapal 

belum dapat di verifikasi. 

11. 3.4.1 Tanda V-Legal yang 

dibubuhkan sesuai ketentuan 

M PT Nusantara Kalimantan Lestari merupakan pemegang 

IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas 

Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat 

VLK Nomor 428.SLK.010-IDN yang berlaku selama 3 (tiga) 

tahun terhitung mulai 30 Agustus 2019 sampai dengan 29 

Agustus 2022. 

Saat ini IUPHHK-HTI PT Nusantara Kalimantan Lestari dalam 

proses untuk mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (S-PHPL) dari LP-PHPL PT Trustindo Prima 

Karya. 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
PRINSIP 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 4.1.1 Dokumen AMDAL/ DPPL/ 

UKL-UPL/ RKL-RPL 

M  Terdapat dokumen Addendum Analisis Dampak 

Lingkungan Hidup Rencana Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ANDAL 

dan RKL-RPL) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT 
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Nusantara Kalimantan Lestari dan telah disetujui oleh 

Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat serta 

telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Kalimantan Barat No. 1/DPRKPLH/2018 tanggal 2 Januari 

2018 tentang perubahan lampiran keputusan Gubernur 

Kalimantan Barat Nomor 306 Tahun 2005 tentang 

Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HTI) oleh PT 

Garuda Kalimantan Lestari di Kecamatan Kendawangan, 

Manismata dan Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang 

Provinsi Kalimantan Barat. 

 Dokumen Addendum ANDAL dan RKL RPL disusun oleh 

konsultan pelaksana PT Alam Indo Lestari dengan 

Registrasi Kompetensi No. 0123/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH 

dan beralamat di Dr. Wahidin S. Komp. Batara Indah I 

Blok O No. 14 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan 

Pontianak Kota, Kota Pontianak. 

 Dokumen Addendum ANDAL dan RKL RPL yang dibuat 

oleh PT Nusantara Kalimantan Lestari telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2. 4.1.2.a Dokumen RKL dan RPL M Terdapat dokumen RKL dan RPL yang menjadi satu kesatuan 

dengan dokumen Addendum ANDAL dan RKL RPL dan telah 

disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan 

Barat serta telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Kalimantan Barat No. 1/DPRKPLH/2018 tanggal 2 

Januari 2018 tentang perubahan lampiran keputusan 

Gubernur Kalimantan Barat Nomor 306 Tahun 2005 tentang 

Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HTI) oleh PT 

Garuda Kalimantan Lestari di Kecamatan Kendawangan, 

Manismata dan Kecamatan Air Upas Kabupaten Ketapang 

Provinsi Kalimantan Barat. 

3. 4.1.2.b Bukti pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak penting aspek fisik-

kimia, biologi dan sosial 

M Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II (Juli 

– Desember) Tahun 2019 dan Laporan Pelaksanaan RKL dan 

RPL Semester I (Januari – Juni) Tahun 2020 dan telah 

disampaikan kepada BPHP Wilayah VIII Pontianak, Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 

(DPRKPLH) Kabupaten Ketapang dan UPT KPH Wilayah 

Ketapang Selatan, dengan adanya bukti tanda terima 

dokumen disertai dengan stempel dan paraf dari keempat 

instansi tersebut. 

Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan 

dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu 

berupa : 

a. Terdapat pemantauan laju erosi dengan metode stik ukur 

yang dilakukan di RKT 2016/2017 Kompartemen G.036. 

b. Terdapat pemantauan curah hujan dengan adanya alat 

ombrometer yang berada di basecamp PT NKL. 
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c. Terdapat sarana pencegahan dan pengendalian 

kebakaran hutan yaitu adanya bangunan menara 

pemantau api di areal kerja PT NKL yaitu sebanyak 2 

menara, menara api 01 berada di kompartemen G.024 

dan menara api 02 berada di kompartemen I.133. 

d. Pemantauan kualitas air permukaan dan biota air (inlet 

dan outlet), pemantauan kualitas tanah, udara ambien, 

kebisingan yang bekerjasama dengan Laboratorium PT 

Global Environment Laboratory (PT GEL).  

e. Pemasangan plang himbauan dilarangan membakar 

hutan dan lahan yang di pasang pada lokasi strategis. 

f. Terdapat bangunan TPS Limbah B3 pada koordinat S 2º 

29’ 49”  E 110º 38’ 36”. 

g. Terdapat TPA Organik dan An Organik yang berada d 

basecamp PT NKL pada koordinat S 2º 29’ 7”  E 110º 37’ 

31”. 

h. Pada kegiatan sosial PT Nusantara Kalimantan Lestari 

telah memberikan bantuan seperti bantuan HUT 

kemerdekaan, bantuan hewan qurban, bantuan kegiatan 

adat, dll. Adapun bantuan-bantuan pada kegiatan sosial 

terekam dalam dokumen Community Development 

Semester 2 Tahun 2019 dan Semester 1 Tahun 2020. 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
PRINSIP 5. 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 5.1.1.a Pedoman / Prosedur K3 M  PT Nusantara Kalimantan Lestari memiliki dokumen 

Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan 

dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 

8 item terdiri dari SOP : 

1) Identifikasi Hukum dan Peraturan-Peraturan 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan ; 

2) Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(P2K3) ; 

3) Pemantauan dan Pengukuran Keselamatan Kerja dan 

Kesehatan Kerja dan Lingkungan; 

4) Pedoman Pengecekkan APAR & Hydrant ; 

5) Pedoman Pengisian Aspek Dampak Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja Lingkungan ; 

6) Pedoman Tanggap Keadaan Darurat ; 

7) Alat Pelindung Diri ; 

8) Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan. 

 Seluruh dokumen SOP terkait K3 tersebut di atas 
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disiapkan oleh EHS Head, diperiksa oleh Estate Manager 

dan disetujui oleh Director. 

 Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam 

implementasi K3 di lapangan atas nama Rudi Santoso  

sesuai SK Direksi PT Nusantara Kalimantan Lestari No. 

027/DIR/NKL/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016. 

 Terdapat SK Pembentukan Struktur Organisasi Brigade 

Dalkarhutla dengan No. SK.07/NKL/Dir/2020 yang 

ditetapkan di Ketapang pada tanggal 20 Oktober 2020 dan 

ditandatangani oleh Direktur Budi Santoso. 

2. 5.1.1.b Ketersediaan Peralatan K3 M  Terdapat daftar sarana dan prasarana K3 PT Nusantara 

Kalimantan Lestari periode bulan Oktober 2020 yang 

dibuat oleh Rudi Santoso selaku Assisten EHS dan 

disetujui oleh Ali selaku Estate Manager. Berdasarkan 

daftar tersebut diverifikasi jumlah sarpras K3 berjumlah 

11 item dalam kondisi baik dan dapat dijumpai di 

lapangan.     

 Terdapat lembar daftar Pemenuhan Standart Sarpras 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan 

PerMenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 

periode bulan Oktober 2020 yang dibuat oleh Rudi 

Santoso selaku Assisten EHS dan disetujui oleh Ali selaku 

Estate Manager. 

Peralatan pemadam kebakaran sesuai dokumen yang 

dimiliki antara lain : 

 Jumlah regu (2 regu inti) 

 Perlengkapan personil (14 item) 

 Peralatan tangan (9 item) 

 Peralatan mekanis (12 item) 

 Transportasi (4 item) 

 Data dan komunikasi (5 item) 

 Logistik (31 item). 

 Terdapat dokumen lembar distribusi (list serah terima) 

APD untuk karyawan PT Nusantara Kalimantan Lestari 

yang dibuat oleh EHS Division. 

 Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan 

prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Nusantara Kalimantan 

Lestari, yaitu berupa : 

1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti sepatu 

safety, sepatu boots, masker, sarung tangan kain, 

sarung tangan karet yang telah dibagikan kepada 

karyawan sesuai dengan dokumen lembar distribusi 

APD pada Tahun 2019 dan 2020 ; 

2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam 

kondisi baik / tidak kadarluasa yang di pasang pada 

bangunan kantor, Mess Estate Manager, Mess 

Karyawan, rumah genset, tempat pengisian BBM, dan 



 
 

Halaman 59 dari 61 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

TPS Limbah B3 ; 

3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang 

berada di kantor EHS ; 

4. Tersedia Klinik Kesehatan jika terdapat karyawan yang 

sakit dan ingin berobat yang berada di samping kantor 

PT NKL. Pada klinik tersebut terdapat 1 (satu) orang 

dokter dan 2 (dua) orang paramedis.  

5. Terdapat peralatan pemadam kebakaran hutan manual 

berupa pompa alkon beserta selangnya, serta 

peralatan tangan lainnya sebagai upaya untuk 

mempersiapkan penanggulangan dan pencegahan 

bahaya kebakaran hutan di areal kerja IUPHHK-HT PT 

Nusantara Kalimantan Lestari. Peralatan tersebut 

disimpan di gudang EHS Basecamp PT NKL. Selain 

peralatan tersebut diatas, sarana lainnya yang cukup 

diperlukan yaitu adanya dua unit truk tangki air 

sebagai unit pensuplai air di lapangan. 

6. Terdapat rambu – rambu peringatan K3 berupa papan 

FDR (Fire Danger Rating) yang dipasang dilokasi 

Basecamp PT NKL. 

7. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul 

(assembly point) jika terdapat keadaan darurat. 

3. 5.1.1.c Catatan Kecelakaan Kerja M Terdapat laporan catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh 

Rudi Santoso selaku Assisten EHS dan disetujui oleh Ali selaku 

Estate Manager yaitu periode November 2019 s.d. Oktober 

2020. Berdasarkan laporan tersebut diverifikasi tidak terdapat 

kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL di areal kerja PT NKL. 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat 

kecelakaan kerja antara lain : 

- PT Nusantara Kalimantan Lestari melaksanakan breefing 

rutin setiap pagi pada hari senin sampai dengan sabtu, 

dilaksanakan oleh seluruh karyawan. 

- PT Nusantara Kalimantan Lestari telah membuat rambu-

rambu jalan sebagai informasi agar menekan kecelakaan 

kerja. 

- PT Nusantara Kalimantan Lestari telah membuat tanda 

dan papan himbauan agar mengutamakan K3.  

- Safety Talk dilakukan setiap hari Jumat oleh Departemen 

EHS kapada seluruh karyawan membahas isu K3 atau hal 

apa yang sudah terjadi dan resiko bahaya (Safety 

observation insection). 

- Melakukan simulasi P3K (Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan) kepada seluruh karyawan 1 tahun sekali. 

- Induksi kepada karyawan, kontraktor dan tamu yang 

datang/ kunjungan ke estate dalam rangka kerja. 

- Penggunaan APD bagi seluruh pekerja di lapangan dan 

kantor sesuai dengan tingkat resiko bahayanya. 
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4. 5.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat 

dalam kegiatan serikat pekerja 

M Pada periode audit, diketahui bahwa di lingkungan karyawan PT 

Nusantara Kalimantan Lestari masih belum terbentuk/tidak 

terdapat serikat pekerja, namun perusahaan telah memberikan 

kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan. 

Dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Keputusan Direksi PT 

Nusantara Kalimantan Lestari, Nomor: 01/HR/NKL/IV/2019 

tanggal 25 April 2019 tentang Kebijakan Berserikat dan 

Pembentukan Serikat Pekerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT 

Nusantara Kalimantan Lestari diperoleh informasi bahwa 

mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan 

berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, 

namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan 

membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka. 

5. 5.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB 

atau PP 

M Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Nusantara 

Kalimantan Lestari periode tahun 2019 – 2021 dan telah 

mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Ketapang dengan Nomor : 155 Tahun 

2019 tanggal 29 Juli 2019 dan berlaku selama 2 tahun dari 

tanggal 29 Juli 2019 s/d 29 Juli 2021. 

6. 5.2.3 Pekerja yang masih dibawah 

umur 

M PT Nusantara Kalimantan Lestari tidak mempekerjakan 

karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Rendi 

dengan posisi di departemen nursery yang lahir di Tanjung 

Bakau pada tanggal 5 Agustus 2002 dan saat audit berusia 18 

Tahun 3 bulan. 
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TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL 

No. Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 

Nilai Kematangan/ 

Bobot Indikator 
Nilai Kinerja Maksimal Indikator 

1. 1.1 Baik 3 3 

2. 1.2 Baik 3 3 

3. 1.3 Baik 3 3 

4. 1.4 Sedang 2 3 

5. 1.5 Sedang 2 3 

6. 2.1 Baik 3 3 

7. 2.2 Sedang 2 3 

8. 2.3 Baik 3 3 

9. 2.4 Baik 3 3 

10. 2.5 Baik 3 3 

11. 2.6 Sedang 2 3 

12. 3.1 Baik 3 3 

13. 3.2 Baik 3 3 

14. 3.3 Sedang 2 3 

15. 3.4 Baik 3 3 

16. 3.5 Sedang 2 3 

17. 3.6 Sedang 2 3 

18. 4.1 Sedang 2 3 

19. 4.2 Sedang 2 3 

20. 4.3 Sedang 2 3 

21. 4.4 Sedang 2 3 

22. 4.5 Baik 3 3 

JUMLAH 55 66 

NILAI KINERJA AKHIR 83,33 % BAIK 

 
Samarinda, 18 Desember 2020 
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya 
 
 
Ir. Kurnia, IPU 
Direktur 


